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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang
Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka
Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam memuat
rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan
Hidup Kota Batam Tahun Anggaran 2027 yang mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 -
2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan embangunan
saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap
pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang
berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan
dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut
akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk
mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan
dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki
peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga
pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui
penyempurnaan kebijakan, program, dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Renja Dinas
Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2027, semoga Perubahan
Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

asibuan,S.T.,M.T
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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di
tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita
mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana

pembangunan daerah.

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana
pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana
pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD
sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat
Daerah Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program
dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan penjabaran dari
Rencana Strategis Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra
Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Rencana Kerja menjadi jembatan antara
perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan
tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan
bidang urusan lingkungan hidup, strategi, program, kegiatan dan
pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum

Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).




1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Rencana Kerja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar
pada alur sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan Renja

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja

c. Penyusunan Rancangan Renja

d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
e. Perumusan Rancangan Akhir Renja

f. Penetapan Renja.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan yang dimaksud meliputi
program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau
baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan
utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada
Gambar 1.1.
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1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen
Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan
tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan
berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan
dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah
disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan 5
(lima) tahunan daerah. Selanjutnya Rencana Renja Perangkat Daerah
menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi
APBD.

Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen

perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:
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Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan tujuan
mewujudkan pencapaian Misi Kota Batam yang ke-5 (lima), yaitu
“Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam
mendukung Pembangunan berkelanjutan”.

Adapun sasaran RPJMD yang akan dicapai, yaitu :

a. Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola

b. Penerapan Green and Blue Economy
c¢. Pembangunan Inklusif




1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang dijadikan acuan dalam
penyusunan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai
berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampabh;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012
Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

10 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan




Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/ 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga;

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

16 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026
tentang Perubahan Keempat Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

17 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

18 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

19 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045;

20 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Batam Tahun 2025-2029;

21 Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

22 Peraturan Wali Kota Batam Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-
2029;




23 Peraturan Wali Kota Batam Nomor 29 Tahun 2026 tentang RKPD Kota
Batam Tahun 2026
1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai acuan
dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2027 dan
memberi gambaran perencanaan program, kegiatan dan kelompok
sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai
tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun
Anggaran 2027.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota
Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada
di Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dengan tujuan
dan sasaran Pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam

dokumen perencanaan daerah RKPD Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

BAB1 PENDAHULUAN
Menjelaskan Tentang latar belakang penulisan, dasar hukum, maksud

dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Menjelaskan tentang Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU
dn IKK Tahun 2025, Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025, Rumusan
Persamalahan dan Isu Strategis Tahun 2027, Telaah pokok-pokok
pikiran DPRD dan Inovasi Bidang Urusan dalam upaya memberikan

pelayanan kepada masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Rennja Prerangkat Daerah
Tahun 2027 dan Arah Kebijakan yang sudah diselarakan dengan Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan kebijakan Nasional/daerah

Lainnya.




BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2027
dan rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas
daerah, kontribusi terhadap pencapian target nasional, pencapaian SPM

dan tematik lainnya.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Menyajikan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 dan Indikator
Kinerja Kunci Tahun 2027

BAB VI PENUTUP




BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025

Evaluasi terhadap IKU tidak hanya menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan RKPD, tetapi juga menjadi
dasar dalam menilai efektifitas kebijakan pembangunan daerah serta mengidentidfikasi isu dan tantangan yang perlu
menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Adapun hasil pencapian target IKU Dinas

Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 disajikan pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.1 Capian atas Target Kinerja Utama Tahun 2025

Status Target Kinerja
- : 5 Baseline Target Realisasi Capaian : A Pada Akhir
No Indikator Kinerja Utama Satuan A . . : Kinerja .
2024 Capaian Capaian Kinerja (%) . Periode Renstra
Renja 2025
(2029)
1 %ﬁgff_;s Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 64,86 68,74 65,55 95,36 ST 69,78
2 | Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks 50,00 55,00 61,20 111,27 ST 56,8
3 | Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks 82,33 84,50 70,82 83,81 ST 85
4 | Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks 58,08 63,17 63,25 100,13 ST 64,45
5 %ﬁg’;s Kinerja Pengelolaan Sampah % 52,64 58,00 80,65 139,05 ST 65,00
6 Persentase Pengelolaan Sampah % 96,96 7 34 109,09 ST 31
Perkotaan
7 |Indeks Kepuasan Masyarakat di % 90,90 91,10 91 99,89 ST 91,22
Dinas Lingkungan Hidup




Adapun Capaian Indikator IKK Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
Tahun 2027 dapat di lihat sebagai berikut:

Tabel 2.2 Capian atas Target Indikator Kinerja Daerah Kota Batam Tahun

2025

No

Indikator Kinerja
Kunci

Satuan

Baseline
2024

Target
2025

Realisasi
2025

Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)

Indeks

64,86

68,74

65,55

Indeks Kinerja
Pengelolaan
Sampah (IKPS)

%

52,64

58,00

80,65

Ketaatan
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan terhadap
izin lingkungan,
izin PPLH dan PUU
LH yang diterbitkan
oleh Pemerintah
Kab/Kota

%

4,32

4,39

77,57

2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai
jenis dan mutu pelayanan dasat yang merupakan urusan pemerintahan
wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Target
pencapaian adalah target yang di terapkan Pemerintah Kota Batam

dalam mencapai

SPM selama Kurun waktu tertentu. Penerapan

pencapaian SPM diatur dalam Peralturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Minimal. Dinas Lingkungan Hidup
Kota Batam tidak memiliki Indikator SPM dalam Permendagri Nomor 59
Tahun 2021.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM




2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027
berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,
RKPD Tahun 2027, dan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah
Tahun 2025, dan Kondisi Lingkungan Dinamis

Tabel 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027 berdasarkan
Renstra Kota Batan Tahun 2025-2029

Permasalahan Daerah

Isu Strategis

Menurunnya kualitas air akibat

pencemaran bersumber dari kegiatan

domestik, industri dan Penataan
lahan

Peningkatan Degradasi
Lingkungan Hidup (Kualitas)

Perlindungan Kawasan Pesisir
dan Kehati

Stabilitas Ketersediaan Air Bersih

Meningkatnya kerusakan sumber
daya alam, ekosistem dan
keanekaragaman hayati akibat
kerusakan lahan

Mitigasi dan Adaptasi
Kebencanaan Daerah

Penguatan Tata Kelola
Kelembagaan Lingkungan Hidup

Peningkatan Kolaborasi dan Peran
Masyarakat Dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Ancaman Emisi GRK dan
Perubahan Iklim

Masih adanya sampah yang tidak
terkola dengan benar

Belum optimalnya pengelolaan
sampah di Kota Batam

Peningkatan Sampah dan Limbah

Belum optimalnya pengendalian,
pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup

2.3.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup

Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2025

sebagaiaman table 2.4 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM




Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Target I Perkiraan Realisasi Capaian
. Target dan Realisasi Kinerja Program
Kinerja .. . Target Renstra Perangkat
. Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu :
Capaian . . Daerah s/d tahun berjalan
. . Kinerja Hasil Target
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Program Program dan Target lisasi Program dan lisasi ingk:
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub ) .g = (Renstra g Renja Rea |§aS| . : . e |s:aS| Ting .at
. Sub Kegiatan Keluaran Renja Tingkat Kegiatan Capaian Capaian
Kegiatan Perangkat i Perangkat . s
Kegiatan s/d Perangkat Realisasi | Tahun 2026 Program dan Realisasi
Daerah) Daerah ;
Tahun 2024 Daerah (%) Kegiatan s/d Target
Tahun tahun i
2027 2025 Tahun 2025 Tahun berjalan Renstra
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM Persentase Fasilitas Pengelolaan
1.03.04 DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sampah yang terbangun 50% - - - 37,50% 37,50%
REGINAL
Pengembangan Sistem dan Jumlah Fasilitas TPS 3R/TPST yang
1.03.04.201 Pengelolaan Persampahan di Daerah telah terbangun 8 Unit - - - 6 Unit 6 Unit
Kabupaten/Kota
b diaan S Penduk Jumlah Sarana Pendukung
enyediaan Sarana Pendukung .
1.03.04.201.17 TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang 8 Unit - - - - -
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Disediakan
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS . ] ]
1.03.04.201.20 3R/TPS yang dibangun 72 Ton/hari - - - 72 Ton/ Hari 72 Ton/ Hari
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1. Nilai Sakip 1.
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2. Indeks Pelavanan Kesekretariatan 1.74.71% 1. 70,30% 1.72,32% 102.87% 1.72,71% 1.72,71%
o PEMERINTAHAN DAERAH ’ Y 2. 93.90% 2. 91,90% 2.91% 100 2. 92,90% 2. 92,90%
PD 2.99,02%
Persentase dokumen perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran, dan penganggaran,‘dan evaluasi yang
2.11.01.201 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun sesuai dengan tahapan dan 100% i i i i i
waktu
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi kinerja
2.11.01.201.07 Daerah perangkat daerah 4 Laporan - - - - -
Administrasi Keuangan Persentase pegawai yang menerima
2.11.01.202 Perangkat Daerah layanan administrasi keuangan 100% 100% 94,78% 95% 100% 100%
i ji Jumlah Orang yang Menerima
5 11.01.202.01 Pen}/edlaan Gaji dan n gyang 117 Orang/ 117 Orang/ | 110 Orang/ 95,65% 117 Orang/ 109 Orang/
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
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Target I Perkiraan Realisasi Capaian
.o Target dan Realisasi Kinerja Program
Kinerja .. . Target Renstra Perangkat
. Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu :
Capaian Kineria Hasil Target Daerah s/d tahun berjalan
Ll A G e e T Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Program Pro rjam dan Target isasi Pro ra?n dan isasi i
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub ) .g = (Renstra g Renja ReallsfaS| . : . Real'fas' nglfat
Kegiatan Sub Kegiatan Perangkat Keluaran Peranekat Renja Tingkat Kegiatan Capaian Capaian
Daerah) Kegiatan s/d Daergah Perangkat | Realisasi | Tahun 2026 Program dan Realisasi
Tahun Tahun 2024 tahun Daerah (%) Kegiatan s/d Target
2027 2025 Tahun 2025 Tahun berjalan Renstra
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
2.11.01.202.02 Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase ASN yang ditingkatkan
2.11.01.205 Daerah kompetensinya 100% - - - 100% 100%
. ) ) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
2.11.01.205.09 Pendidikan dan Pelatihan Peg_awal Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 5 Orang - - R 5 Orang 5 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi -
Pelatihan
2.11.01.206 Admini iU P kat D h Persentase Pemenuhan Pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
.11.01. ministrasi Umum Perangkat Daera Umum Perkantoran b b b b b b
b di K | lasi Jumlah paket komponen instalasi
211.01.206.01 | | ¥ /;aa” orboten nsta - listrik/penerangan bangunan kantor 2 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket
istrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan
b di Peralatan d Jumlah Paket Peralatan dan
2.11.01.206.02 Penlye 'lf'a” eKra atan dan Perlengkapan Kantor yang 1 Paket - - - - -
erlengkapan Kantor Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik
2.11.01.206.04 Kantor Kantor yang Disediakan 1 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 1 Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
2.11.01.206.05 Penggandaan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket - - - 1 Paket 1 Paket
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan
2.11.01.206.09 | Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 Laporan 12 Laporan | 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan
SKPD SKPD
- Persentase realisasi pengadaan barang
Pengadaan Barang Milik Daerah
2.11.01.207 Penlgmjang Urusa:Pemerintah Daerah milik daerah sesuai rencana kebutuhan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.11.01.207.05 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit - - - 88 Unit 88 Unit
. . Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya . . . . .
2.11.01.207.06 | Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya . 10 Unit 14 Unit 14 Unit 61 Unit 61 Unit
yang disediakan
g q Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
2.11.01.207.10 Per;ga aan sarana dan Prasarana. Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 Unit - - - - -
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
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T.arg(-'ft Target dan Realisasi Kinerja Program LG LEE L T
Kinerja .. . Target Renstra Perangkat
. Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu :
Capaian Kinerja Hasil Target Daerah s/d tahun berjalan
Ll e UL et PR il e Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Program Program dan Target isasi Program dan isasi i
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub ) .g = (Renstra g Renja Realisasi : . Realisasi Tingkat
. Sub Kegiatan Keluaran Renja Tingkat Kegiatan Capaian Capaian
Kegiatan Perangkat . Perangkat > S
Daerah) Kegiatan s/d Daerah Perangkat Realisasi | Tahun 2026 Program dan Realisasi
Tahun Tahun 2024 tahun Daerah (%) Kegiatan s/d Target
2027 2025 Tahun 2025 Tahun berjalan Renstra
2.11.01.208 | Penvediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase realisasi penyediaan jasa 100% 100% 100% 100% 100% 100%
B Pemerintahan Daerah penunjang sesuai perencanaan © o 6 o b b
b gi Jasa K ikasi Jumlah Laporan penyediaan jasa
2.11.01.208.02 Senybe 'Z’l‘)an af\? domt_n' ?ks' Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 12 Laporan | 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan
umber Daya Air dan Listri Listrik yang disediakan
b gi Jasa Pel Jumlah laporan penyediaan Jasa
2.11.01.208.04 Ue”ye :fa”t asa Felayanan Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 12 Laporan | 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan
mum Kantor disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang
2.11.01.209 Penunjang Urusan Pemerintahan dipelihara dan berfungsi dengan baik 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Daerah
penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang . . . o
211.01.209.01 | 0 an Dinas atau Kendaraan Dinas | Dipelinara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% - -
Jabatan
Penyediaan jasa Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan Pajak dan Operasional atau Lapangan yang . . . . .
211.01209.02 | b Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan 33 Unit 33 Unit 33 Unit 100% 34 Unit 34 Unit
Operasional atau Lapangan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan mesin lainnya . . . ) ]
2.11.01.209.06 Mesin Lainnya yang dipelihara 65 Unit 96 Unit 35 Unit 36,84 92 Unit 92 Unit
b lih /Rehabilitas Ged Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
2.11.01.209.09 Ke”;e ! dara?; enat 'La.s edung Kantor Lainnya yang 1 Unit - - - 1 Unit 1 Unit
antor dan bangunan Lainnya dipelihara/rehabilitasi
PROGRAM PERENCANAAN Persentase ketersediaan dokumen . ) . . .
2.11.02 LINGKUNGAN HIDUP perencanaan lingkungan 60% 20% 20% 100% 100%
Rencana Perlindungan dan Persentase ketersediaan dokumen
2.11.02.201 Pengelolaan Lingkungan RPPLH Kabupten/Kota 60% 20% 20% 100% 100%
Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kot P
Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang
2.11.02.201.03 | Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota . - - - - 1 Dokumen
ditetapkan
. Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU,
2 11.02.201.05 Penyus.unan dokumen rencana tematik RPPML, RPPEG, RPPKarst yang 1 Dokumen i i i i i
berbasis arahan RPPLH ditetapkan
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Target s . Perkiraan Realisasi Capaian
c o Target dan Realisasi Kinerja Program
Kinerja .. . Target Renstra Perangkat
. Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu .
Capaian . . Daerah s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program LRk T t Target
. S . arge .. - .
Kode B L e B Tt Indikator Kinerja Prqgram/ Kegiatan/ (Renstra Program dan Renja Rea|IS-aSI ' Progr?m dan Rea|IS'aSI ng|§at
Kegi Sub Kegiatan Keluaran Renja Tingkat Kegiatan Capaian Capaian
egiatan Perangkat . Perangkat S S
Kegiatan s/d Perangkat Realisasi | Tahun 2026 Program dan Realisasi
Daerah) h Daerah ;
Tahun 2024 Daerah (%) Kegiatan s/d Target
Tahun tahun i
2027 2025 Tahun 2025 Tahun berjalan Renstra
Jumlah dokumen RPPLH di
kabupaten/kota yang berisi
2.11.02.201.06 | Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota . 1 Dokumen | 1 Dokumen 100% - -
dan mengakomodir arahan RPPLH
Provinsi
PROGRAM PENGENDALIAN Nilai Mutu Air; Nilai Antara Kualitas 3.2; 3.0; 0.902; 30,07; 3.3 3.13;
2.11.03 PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN | Udara; Kualitas Tutupan Lahan 0.37; 0.39; 0.58; 148,72; 0.38; 0.38;
LINGKUNGAN HIDUP 0.405 0.395 0.493 124,81 0.400 0.400
Pencegahan Pencemaran dan/atau Persentase pencegahan pencemaran
2.11.03.201. | Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup 100% 100% 100% 100% - -
Kabupaten/Kota
Koordinasi Sinkronisasi dan nglah Dokumen Ujf kualitas
Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan H'ijp dllaks§nakan
2.11.03.201.01 | Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan - 2 Dokumen | 2 Dokumen 100% - -
terhadap Media Tanah Air Udara dan laut
Laut
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pelaksanaan Pengenda“an Emisi Gas Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah 0
2.11.03.201.02 Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang - 1 Dokumen | 1 Dokumen 100% - -
Perubahan Iklim Dilaksanakan
Data dan informasi indeks kualitas
Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air,
2.11.03.201.07 | Lingkungan Hidup terhadap Media Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas 21 Lokasi - - - 12 Lokasi 12 Lokasi
Tanah. Air. Udara. dan Laut Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem
Y ’ Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)
Meningkatnya jumlah kegiatan
sosialisasi, pembinaan, monitoring,
2.11.03.201.08 Pelalfsar?aan 505|aI|s.a5|, pembinaan, evalua.5| dan pe.lapf)ran peIa.\Ifsan.aan 3 Laporan - - - 3 Laporan 3 Laporan
monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim
Jumlah dokumen status lingkungan
2.11.03.201.11 Penyusunan dokumen status 1 Dokumen - - - 1 Dokumen 1 Dokumen

lingkungan hidup daerah

hidup daerah yang disusun




T.arg(-'ft Target dan Realisasi Kinerja Program LG LR E I T
Kinerja .. . Target Renstra Perangkat
. Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu <
Capaian . . Daerah s/d tahun berjalan
. . Kinerja Hasil Target
Ll A U et PR il e Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Program Program dan UELTI3: lisasi Program dan lisasi ingk
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub ) 8 6 (Renstra 8 Renja Rea |§aS| . B3 Rea 'fas' Ting .at
. Sub Kegiatan Keluaran Renja Tingkat Kegiatan Capaian Capaian
Kegiatan Perangkat . Perangkat S S
Kegiatan s/d Perangkat Realisasi | Tahun 2026 Program dan Realisasi
Daerah) h Daerah ;
Tahun 2024 Daerah (%) Kegiatan s/d Target
Tahun tahun h hun berial
2027 2025 Tahun 2025 Tahun berjalan Renstra
Penanggulangan Pencemaran Persentase penanggulangan
2.11.03.202 | dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Pencemaran dan/atau kerusakan 100% - - - 100% 100%
Kabupaten/Kota lingkungan hidup
Penghentian P dan/at Jumlah Sumber Pencemar dan/atau
2.11.03.202.03 Ke”g ek” 'aL'T i”cemar:.”d an/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang 3 Titik - - - 6 Titik 6 Titik
erusakan Lingkungan Hidup Dihentikan
Pemulihan Pencemaran dan/atau Persentase Pemulihan Pencemaran
2.11.03.203 Kerusakan Lingkungan Hidup R R 100% 100% 100% 100% - -
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Penghentian Sumber
L . o Pencemaran Kewenangan Pemerintah
2.11.03.203.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain - 1Dokumen | 1Dokumen |  100% - -
Penghentian Sumber Pencemaran hingga Terhentinya Sumber
Pencemaran yang Dilaksanakan
B et
2.11.03.203.11 | kabupaten/kota yang menjadi P - P 1200 M2 - - - 24.200 M2 24.200 M2
yang menjadi kewenangan
kewenangan kabupaten/kota
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP IZIN Persentase persetujuan lingkungan
2.11.06 LINGKUNGAN DAN IZIN ang dibina Zan dia\JNasi gkung 90% 70% 107% 152,86 90% 90%
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN yang
LINGKUNGAN HIDUP
Pembinaan dan Pengawasan terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Persentase pembinaan dan
2.11.06.201 Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan pengawasan terhadap persetujuan 90% 70% 107% 152,86 90% 90%
oleh Pemerintah Daerah lingkungan yang diterbitkan
Kabupaten/Kota
i j Jumlah PPLHD yang ditingkatkan
2.11.06.201.07 Pengembangan Kapasitas Pejabat yang & 12 Orang - - - 4 Orang 4 Orang

Pengawas Lingkungan Hidup

kapasitasnya
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Target s . Perkiraan Realisasi Capaian
c o Target dan Realisasi Kinerja Program
Kinerja .. . Target Renstra Perangkat
. Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu :
Capaian Kinerja Hasil Target Daerah s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan . .. . Program Target .. et q
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Kinerja Prqgram/ Kegiatan/ (Renstra Program dan Renja Realisasi Progr?m dan Realisasi Tingkat
. Sub Kegiatan Keluaran Renja Tingkat Kegiatan Capaian Capaian
Kegiatan Perangkat . Perangkat S S
Daerah) Kegiatan s/d Daerah Perangkat | Realisasi | Tahun 2026 Program dan Realisasi
Tahun Tahun 2024 tahun Daerah (%) Kegiatan s/d Target
2027 2025 Tahun 2025 Tahun berjalan Renstra
Pengawasan Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah terkait
Persetujuan Lingkungan yang .
2.11.06.201.09 | diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Jumlah Badqn usaha dan/atau kegiatan 330 Badan 100 Badan 107 Badan 107 320 Badan 320 Badan
. yang diawasi Usaha Usaha Usaha Usaha Usaha
Peraturan Perundang- undangan di
bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN Persentase peningkatan masyarakat
PENDIDIKAN PELATIHAN DAN yang Dibina dalam Pemahaman
2.11.08 PENYULUHAN Lingkungan Hidup 4% 100% 100% 100% 100% 100%
LINGKUNGAN HIDUP
Penyelenggaraan Pendidikan Jumlah penyelenggaraan edukasi
Pelatihan dan Penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat
2.11.08.201 Lingkungan Hidup untuk Lembaga 4 Jumlah 3 Jumlah 3 Jumlah 100% 4 Jumlah 4 Jumlah
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah pendampingan pembinaan
2.11.08.201,02 | Pendampingan Gerakan Peduli gerakan peduli dan berbudaya 30 Dokumen 3 Dokumen | 3Dokumen | 100% | 13 Dokumen | 13 Dokumen
Lingkungan Hidup lingkungan hidup yang dilaksanakan
Jumlah Masyarakat/Kelompok
2.11.08.201.03 | "enyelenggaraan Penyuluhan dan Masyarakat/Pelaku Usaha/ Kegiatan 480 Orang ; ; - 450 Orang 450 Orang
Kampanye Lingkungan Hidup yang terlibat
PROGRAM PENGHARGAAN Persentase penghargaan
2.11.09 LINGKUNGAN HIDUP UNTUK lingkungan hidup untuk - 100% 100% 100% - -
MASYARAKAT masyarakaat
Pemberian Penghargaan Jumlah pemberian
2.11.09.201 | Lingkungan Hidup Tingkat penghargaaan lingkungan hidup - 5 Jumlah 5 Jumlah 100% - -
Daerah Kabupaten/Kota
i . K b Jumlah Masyarakat/Lembaga
Peni alankKlnerJa MasyaLa at/Lem aga Masyarakat/Dunia
Masc:/.z:jr.i at /llDunla U.S; la/Dunla Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai ) ) ;
2.11.09.201.01 Pen. idikan/Filantropi dalam Kinerjanya dalam rangka PPLH - 5 Entitas 5 Entitas 100% - -
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
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Target s Perkiraan Realisasi Capaian
. Target dan Realisasi Kinerja Program
Kinerja .. . Target Renstra Perangkat
. Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu :
Capaian . . Daerah s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program LRk T t Target
. S . arge .. S .
Kode Sl e By e e S Indikator Kinerja Prqgram/ Kegiatan/ (Renstra Program dan Renja Rea|IS-aSI ' Progr?m dan Rea|IS'aSI ng|§at
. Sub Kegiatan Keluaran Renja Tingkat Kegiatan Capaian Capaian
Kegiatan Perangkat . Perangkat . .
Kegiatan s/d Perangkat | Realisasi | Tahun 2026 Program dan Realisasi
Daerah) Daerah ;
Tah Tahun 2024 Daerah (%) Kegiatan s/d Target
ahun tahun ;
2027 2025 Tahun 2025 Tahun berjalan Renstra
PROGRAM PENANGANAN Persentase penanganan pengaduan
2.11.10 PENGADUAN LINGKUNGAN dan sengketa bidang Lingkungan Hidup 100% 90% 82,50% 91,67 90% 90%
HIDUP yang diselesaikan
Penyelesaian Pengaduan Persentase pengananan pengaduan
Masyarakat di Bidang dan sengketa bidang Lingkungan Hidup
2.11.10.201 | Perlindungan dan yang diselesaikan 100% 90% 70% 77,78 90% 90%
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Kabupaten/Kota
Jumlah pengaduan permasalahan
Pengelolaan Pengaduan permasalahan P dan P kan Linek 40 40 29 45
2.11.10.201.04 | Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hg;cerparel\(nt;r;' zrlljdsa ant/ldntg unga.n Pengaduan pengaduan | Pensaduan 72,5 Pengaduan 45 Pengaduan
Hidup tingkat Kabupaten/Kota Idup tingkat ditindakianjuti/ditangan g g g g
Jumlah penerapan sanksi administratif
) o ) yang dikenakan kepada penanggung
2.11.10.201.06 | Penerapan sanksi administrasi yang jawab usaha/kegiatan yang tidak taat 5 Perkara SPerkara | 4 Perkara 80 2 Perkara 2 Perkara
menjadi kewenangan kabupaten/kota dan menjadi kewenangan
kabupaten/kota
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Pengurangan . . . . .
2.11.11 PERSAMPAHAN Sampah 30% 26% 15,54% 59,77 30% 30%
1. 940,45
1. 2.600 !
1. 82.630 Ton Ton 1. 78.695 Ton
1. Jumlah Sampah yang dikurangi Ton 1.36,18% 1. 78.695 Ton
2.11.11.201 Pengelolaan Sampah . 2.470.692 2. o 2. 464.808
2. Jumlah Sampah yang Tertangani Ton 2.310.037 376.199,17 2.123,2% Ton 2. 464.808 Ton
Ton
Ton
Jumlah Sarana dan Prasarana
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan
2.11.11.201.07 | Pengelolaan Persampahan di Pemilahan, Pengumpulan, 34 Unit 108 Unit 100 Unit 92,59 181 Unit 181 Unit
TPA/TPST/SPA Pengangkutan, Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir
b ian dan P iih Jumlah fasilitas penanganan sampah
2.11.11.201.09 | ' ceoperasian dan remetiharaan yang beroperasi dan terpelihara dengan | 216 Unit 140 Unit 140 Unit 100% 425 Unit 425 Unit
sarana penanganan sampah baik
i Jumlah sampah yang tertangani melalui
2.11.11.201.12 | "enanganan sampah melalui pan yang & 470.692 Ton 310037 1 37619917 | 1535 | 468.808Ton | 468.808 Ton
pengangkutan proses pengangkutan Ton Ton
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T.arg(-'ft Target dan Realisasi Kinerja Program LG LEE L T
Kinerja .. . Target Renstra Perangkat
. Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu :
Capaian Kineria Hasil Target Daerah s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ LLCHC Pro; rjam dan Target lisasi Pro; ra?n dan lisasi ingk:
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub ) .g = (Renstra g Renja Realisasi : . RIS U ETS
. Sub Kegiatan Keluaran Renja Tingkat Kegiatan Capaian Capaian
Kegiatan Perangkat . Perangkat > S
Daerah) Kegiatan s/d Daerah Perangkat Realisasi Tahun 2026 Program dan Realisasi
Tahun Tahun 2024 tahun Daerah (%) Kegiatan s/d Target
2027 2025 Tahun 2025 Tahun berjalan Renstra
b h melalui Jumlah laporan hasil kegiatan
2.11.11.201.18 eng;rfngan:argpﬁ meta UIh pengurangan sampah melalui 1 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan
pembatasan timbulan sampa pembatasan timbulan sampah
i Jumlah sampah yang terdaur ulan
2.11.11.201.19 | Pengurangan sampah melalui pan yang & 82.630 Ton 2.600Ton | 940.65Ton | 36,18 1.200 Ton 1.200 Ton
pendauran ulang sampah
) jumlah sampah yang tertangani melalui
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST
2.11.11.201.20 | pemrosesan akhir sampah di TPA/TF_’ST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST 470.692 Ton - - - - -
kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Regional
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
21101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN ; m::k?::ja < Kesekretariatan 1.70,30% | 1.72,32% 1ozlé7fy 1.72,71% 1.72,71%
o PEMERINTAHAN DAERAH ’ ¥ 2. 91,90% 2.91% iy 2. 92,90% 2. 92,90%
PD 2.99,02%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase ASN yang ditingkatkan . . . . .
2.11.01.205 Daerah kompetensinya 100% 100% 100% 100% 100%
Pendidikan dan Pelatihan P . Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
2.11.01.205.09 | Hencdidikan dan Pefatihan Pegawal Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 4 Orang 4 Orang 100% 5 Orang 5 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi .
Pelatihan
2.11.01.206 Admini iU ki h Persentase Pemenuhan Pelayanan 100% 100% 100% 100% 100%
.11.01. ministrasi Umum Perangkat Daera Umum Perkantoran o o o o o
Penvediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan
2.11.01.206.02 v Perlengkapan Kantor yang 1 Paket 1 Paket 100% - -
Perlengkapan Kantor S
Disediakan
i isti Jumlah Paket Bahan Logistik
2.11.01.206.04 | Penyediaan Bahan Logistik ~anan ~og 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket
Kantor Kantor yang Disediakan
- Persentase realisasi pengadaan barang
2.11.01.207 | Pengadaan Barang Milik Daerah milik daerah sesuai rencana 100% 100% 100% 100% 100%
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
kebutuhan
2.11.01.207.05 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - - - 23 Unit 23 Unit
9.11.01.207.06 q | . . Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya 8 Uni 8 Uni
.11.01.207. Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan - - Unit Unit
q . q Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
2.11.01.207.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8 Unit 8 Unit - - -

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

yang disediakan
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T.arg(-'ft Target dan Realisasi Kinerja Program LG LR RIS
Kinerja .. . Target Renstra Perangkat
. Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu :
Capaian Kinerja Hasil Target Daerah s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan . - . Program Target L. L. .
Kode B L e B Tt Indikator Kinerja Prqgram/ Kegiatan/ (Renstra Program dan Renja Realisasi Progr?m dan Realisasi Tingkat
. Sub Kegiatan Keluaran Renja Tingkat Kegiatan Capaian Capaian
Kegiatan Perangkat . Perangkat S S
Daerah) Kegiatan s/d Daerah Perangkat Realisasi | Tahun 2026 Program dan Realisasi
Tahun Tahun 2024 tahun Daerah (%) Kegiatan s/d Target
2027 2025 Tahun 2025 Tahun berjalan Renstra
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase realisasi penyediaan jasa . . . . .
2.11.01.208 Pemerintahan Daerah penunjang sesuai perencanaan 100% 100% 100% 100% 100%
b gi Jasa K ikasi Jumlah Laporan penyediaan jasa
2.11.01.208.02 Senybe 'Z’l‘)an af\? domt_n' ?ks' Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan | 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan
umber Daya Air dan Listri Listrik yang disediakan
b gi Jasa Pel Jumlah laporan penyediaan Jasa
2.11.01.208.04 Ue”ye :fa”t asa Felayanan Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan | 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan
mum Kantor disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang
2.11.01.209 Penunjang Urusan Pemerintahan dipelihara dan berfungsi dengan baik 100% 100% 100% 100% 100%
Daerah
Penyediaan jasa Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan Pajak dan Operasional atau Lapangan yang ) ) ) )
2.1101.209.02 | ot Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan 3 Unit 3 Unit 100% 2 Unit 2 Unit
Operasional atau Lapangan Perizinannya
PROGRAM PENGENDALIAN - s . 3.0; 0.902; 30,07; 3.1; 3.1;
2.11.03 PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN Sgg'r;v'::‘;:\t';s ':::LA::‘a::h'::‘a"tas 0.39; 0.58; 148,72; 0.38; 0.38;
LINGKUNGAN HIDUP ! P 0.395 0.493 124,81 0.400 0.400
Pencegahan Pencemaran dan/atau Persentase pencegahan pencemaran
2.11.03.201. | Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup 100% 100% 100% - -
Kabupaten/Kota
Pengeoperasian dan Pemeliharaan alat | Jumlah peralatan pemantau kualitas
2.11.03.201.09 | pemantau kualitas lingkungan lingkungan di kabupaten/kota yang 10 Unit 10 Unit 100% 11 Unit 11 Unit
Kabupaten/Kota dilakukan pemeliharaan
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Jumlah penguijian yang dilaksanakan
2.11.03.201.15 Hidup Kabupaten/Kota oleh laboratorium lingkungan 60 Dokumen 10 Laporan | 10 Laporan 100% 6 Laporan 6 Laporan
UPTD TPA TELAGA PUNGGUR
»11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN ; ::.::ks;azga - Kesekretariatan 1.70,30% | 1.72,32% 1ozlé7y 1.72,71% 1.72,71%
o PEMERINTAHAN DAERAH ’ ¥ 2. 91,90% 2.91% rOr 2. 92,90% 2. 92,90%
PD 2.99,02%
. . Persentase Pemenuhan Pelayanan
2.11.01.206 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100%
Umum Perkantoran
; Jumlah Paket Barang Cetakan dan
2.11.01.206.05 | Fenvediaan Barang Cetakan dan 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket

Penggandaan

Penggandaan yang Disediakan
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Perkiraan Realisasi Capaian

Target e e .
Kinerja . Target dan Re?llsa5| Kinerja Program CerE FEE T e
. Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu N
Capaian Kinerja Hasil Target Daerah s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan . - . Program Target L. L. .
Kode Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Kinerja Prqgram/ Kegiatan/ (Renstra Program dan Renja Realisasi Progr?m dan Realisasi Tingkat
N Sub Kegiatan Keluaran Renja Tingkat Kegiatan Capaian Capaian
Kegiatan Perangkat i Perangkat . s
Daerah) Kegiatan s/d Daerah Perangkat | Realisasi | Tahun2026 | Pprogram dan Realisasi
Tahun Tahun 2024 tahun Daerah (%) Kegiatan s/d Target
2027 2025 Tahun 2025 Tahun berjalan Renstra
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase realisasi penyediaan jasa
2.11.01.208 Pemerintahan Daerah penunjang sesuai perencanaan 100% 100% 100% 100% 100%
b gi Jasa Pel Jumlah laporan penyediaan Jasa
2.11.01.208.04 Ue”ye :fa” asa Felayanan Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan | 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan
mum Kantor disediakan
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Pengurangan
2.11.11 PERSAMPAHAN Sampah 26% 15,54% 59,77 30% 30%
1. 2.600 1. 940,45
1. Jumlah Sampah yang dikurangi Ton Ton 1. 36,18% 1.78.695 Ton 1. 78.695 Ton
2.11.11.201 ' . . 30, . . . 78.
01 | Pengelolaan Sampah 2. Jumlah Sampah yang Tertangani 2.310.037 2 2.1232% | 2464808 |, 464.808 Ton
Ton 376.199,17 Ton
Ton
. . Jumlah fasilitas penanganan sampah
Pengoperasian dan Pemeliharaan yang beroperasi dan terpelihara dengan 7 Unit 7 Unit 100% 8 Unit 8 Unit

2.11.11.201.09

sarana penanganan sampah

baik
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2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Terdapat beberapa faktor yang menjadi permasalahan dan hambatan

dalam pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut:

a.

Penurunan kualitas lingkungan hidup (kualitas tanah, udara dan air)
erat kaitannya dengan polusi akibat aktivitas manusia, seperti
transportasi, industri, pembangkit listrik, serta pengelolaan limbah yang
tidak optimal tetapi kontribusi manusia lebih dominan dalam

menurunkan kualitas tanah, udara, dan air;

. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan

sampah, termasuk kekurangan fasilitas seperti kontainer serta sarana
pengangkut sampah, yang menghambat kelancaran proses pengelolaan

sampah secara optimal;

. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membuang

sampah pada tempatnya serta masih adanya pemukiman kumuh
dan rumah liar yang sulit dijangkau pelayanan pengangkutan

sampah oleh DLH;

. Keterbatasan Sarana Prasarana pada Gedung Laboratorium  yang

merupakan aset Satpol PP (Pinjam Pakai) dengan kondisi sudah kurang

layak (plafon bocor dan lantai rusak);

. Keterbatasan Sumber Daya Manusia untuk tenaga analis Laboratorium

dan petugas pengambil contoh uji;

Keterbatasan Sarana dan Prasarana Alat Berat (Buldozer dan Excavator)
yang ada sering tidak efektif atau dalam kondisi terbatas, sehingga tidak
mampu mengimbangi volume sampah setiap hari.

Adapun peluang dalam peningkatan kinerja pada Dinas

Lingkungan Hidup Kota Batam adalah sebagai berikut:

a.

Partisipasi masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan
yang mengedepankan keberlanjutan fungsi dan peningkatan kualitas

lingkungan hidup;

. Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan oleh

masyarakat maupun pelaku usaha dalam program Proper, Adipura,

Adiwiyata, Kalpataru, dan sebagainya;

. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran

masyarakat melalui program edukasi, kampanye lingkungan, dan
dukungan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan juga

menjadi peluang strategis dalam meningkatkan kinerja pelayanan DLH.
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Adapun tantangan dalam peningkatan kinerja pada Dinas

Lingkungan Hidup Kota Batam adalah sebagai berikut:

a. untutan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik dan bersih;

b. Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang  terjadi tidak
sebanding dengan wusaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang telah dilakukan;

c. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan kewajibannya
untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup;

d. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan
meningkatnya timbulan sampah;

e. Semakin berkembangnya industri yang menyebabkan semakin
meningkatnya beban pencemaran;

f. Masih banyak pelaku usaha yang melakukan usaha tanpa memiliki

dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan.

1.3 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 bahwa dalam penyusunan RKPD, DPRD memberikan saran dan
pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD. Dalam menyusun prioritas-
prioritas pembangunan, Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang didapat melalui
mekanisme konsultasi publik, forum OPD dan musrenbang merupakan salah
satu pertimbangan utama dalam proses perencanaan pembangunan tahun 2027.
Masukan dari DPRD juga didapatkan dari hasil reses yang dilakukan, dirangkum

pada uraian di bawah ini:
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Tabel 2.4 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Dokumen RKPD Kota Batam Tahun 2027

No Penyusul Usulan Uraian Pekerjaan Alamat Lokasi Satus Volume Prirotas Pembangunan Daerah Program Prioritas OPIZII:::H“
Sony Christanto, Pengadaa{'l Gerobak Motor Kecamatan Batam Kota dan Verifikasi . PS. Optimalisasi pemanfaatan sar.a‘na Program Pengelolaan I?mas
1 SE. M.Si Sampah di Kecamatan Batam Lubuk Baia. Kota Batam TAPD 4 Unit | prasarana dasar, infrastruktur, utilitas Persampahan Lingkungan
v Kota dan Lubuk Baja 12, dan aksesibilitas infrastruktur dasar P Hidup
Walfentius PENGADAAN BIN KONTENER | TAMAN BALOI RT 001 RW 024 Verifikasi P5. Optimalisasi pemanfaatan sarana Program Pengelolaan Dinas
2 Tindaon. A.Md TAMAN BALOI RT 001 RW KEL. KABIL KEC. NONGSA, Kota TAPD 2 Unit | prasarana dasar, infrastruktur, utilitas Perfam ahang Lingkungan
T 024 KEL. KABIL KEC. NONGSA | Batam dan aksesibilitas infrastruktur dasar P Hidup
E D B
. PENGADAAN BAK SAMPAH KAMPUNG BERLIAN RT 004 RW ey P5. Optimalisasi pemanfaatan sarana Dinas
Novelin Fortuna | KAMPUNG BERLIAN RT 004 Verifikasi . . . Program Pengelolaan .
3 . 002 KEL. BERLIAN KEC. BATAM 1 Unit | prasarana dasar, infrastruktur, utilitas Lingkungan
Sinaga, SH RW 002 KEL. BERLIAN KEC. KOTA, Kota Batam TAPD dan aksesibilitas infrastruktur dasar Persampahan Hidu
BATAM KOTA ’ P
PENGADAAN TONG SAMPAH
Novelin Fortuna BIN KOTENER PERUMAHAN PERUMAHAN VILLA MAS RW 009 Verifikasi P5. Optimalisasi pemanfaatan sarana Program Pengelolaan Dinas
4 Sinaga. SH VILLA MAS RW 009 KEL. KEL. SUNGAI PANAS KEC. BATAM TAPD 1 Unit | prasarana dasar, infrastruktur, utilitas Perfam ahang Lingkungan
g4 SUNGAI PANAS KEC. BATAM | KOTA, Kota Batam dan aksesibilitas infrastruktur dasar P Hidup
KOTA
Warya ey P5. Optimalisasi pemanfaatan sarana Dinas
. . . .. Verifikasi . . . Program Pengelolaan .
5 | Burhanuddin, Pengadaan Bin Kontainer Kecamatan Batu Aji, Kota Batam 1 Unit | prasarana dasar, infrastruktur, utilitas Lingkungan
TAPD e Persampahan .
A.Md dan aksesibilitas infrastruktur dasar Hidup
Pengadaan Bin Container di RW 011 Kelurahan Batu Besar el P5. Optimalisasi pemanfaatan sarana Dinas
Muhamad RW 011 Kelurahan Batu . . Verifikasi . i . Program Pengelolaan .
6 . . . dan di depan Vihara Perumahan 2 Unit | prasarana dasar, infrastruktur, utilitas Lingkungan
Yunus, S.Pi Besar dan di depan Vihara . . TAPD e Persampahan .
. . Bida Asri 3, Kota Batam dan aksesibilitas infrastruktur dasar Hidup
Perumahan Bida Asri 3
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. . . . .. PD Tuj
No Penyusul Usulan Uraian Pekerjaan Alamat Lokasi Satus Volume Prirotas Pembangunan Daerah Program Prioritas 0 Ak:ij:‘an
; ; el PS. imalisasi f Di
. Pengadaan Bin Kontainer Kecamatan Sekupang , Kota Verifikasi . >- Optimalisasi peman aatan sar.a‘na Program Pengelolaan .mas
7 | Sulaiman Sampah Batam TAPD 2 Unit | prasarana dasar, infrastruktur, utilitas Persampahan Lingkungan
P dan aksesibilitas infrastruktur dasar P Hidup
; : el PS. imalisasi f Di
Muhammad Pengadaan Bin Kontrainer . Verifikasi . > Optimalisasi peman aatan sar_a'na Program Pengelolaan .mas
8 . N Kecamatan Batu Aji , Kota Batam 2 Unit | prasarana dasar, infrastruktur, utilitas Lingkungan
Rudi, ST Kecamatan Batu Aji TAPD e Persampahan .
dan aksesibilitas infrastruktur dasar Hidup
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1.4 Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada
Masyarakat

Inovasi Daerah Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Pengembangan inovasi daerah
merupakan salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat reformasi birokrasi, serta mendorong
peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kota Batam secara konsisten
mendorong budaya inovasi melalui pembentukanMakmal Inovasi Daerah, sebagai wadah
pembinaan, pendampingan, danpengembangan inovasi pada seluruh perangkat daerah,
sehingga inovasi tidak hanya menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan, tetapi juga
menjadi solusi dalam penyelesaian berbagai permasalahan pembangunan daerah.
Adapun Inovasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam berdasarkan prioritas
pembangunan Kota Batam Tahun 2027 disajikan pada table berikut:

Tabel 2.5 Pengelompokan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025 Berdasarkan Prioritas
Pembangunan Kota Batam Tahun 2027

Prioritas liellziir
Inovasi Jenis Permasalahan Manfaat Outcome yang
Pembangunan .
Didukung
P5. Optimalisasi
pemanfaatan sarana .
prasarana dasar, PERSELING .. P.engawasan P.erlzman K.epatuhan
. . Digital | lingkungan lingkungan lingkungan IKLH
infrastruktur, utilitas 3.0 kurang efektif | digital meningkat
dan aksesibilitas g g &
infrastruktur dasar
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027
mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2025-2029. Adapun tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup
Kota Batam adalah Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan
Hidup Batam yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya
Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu
pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 -
2029 adalah sebagai berikut:

» Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan
pengelolaan lingkungan hidup

» Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota
Batam

* Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintahan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan
dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2027 mengacu pada Renstra PD Tahun 2025-2029

sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.
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Tabel 3.1.

Target, Tujuan dan Sasaran
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2027

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TA;S;ET
1 |Mewujudkan Indeks Kualitas
Peningkatan Lingkungan Hidup 69,16
Kualitas (IKLH)
Lingkungan Hidu i i
Bat%m y%ng P Terlaksananya upaya I(ﬂgf\;( s Kualitas Alr 56,00
Bersih dan Hijau |Pémantauan,
dengan pengawasan, Indeks Kualitas Udara 84,31
Memperhatikan ~ |Pengendalian dan (IKU)
Daya Dukung dan pengelolaan lingkungan Indeks Kualitas Lahan
Daya Tampung  [nidup (IKL) 63,31
Lingkungan .
Indeks Kinerja
Pengelolaan Sampah | 62,00
(IKPS)
Terlaksananya
peningkatan Persentase
pengelolaan Pengelolaan Sampah 79
persampahan di Kota Perkotaan
Batam
Meningkatkan efisiensi
dan efektivitas Indeks Kepuasan 9116

pelayanan
pemerintahan

Masyarakat di Dinas
Lingkungan Hidup

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029
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3.2 Arah Kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sebagai
berikut:
Tabel 3.2
Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

Strategi Arah Kebijakan

Pelaksanaan pemantauan, pengawasan,
pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup

Meningkatkan Pengendalian
pencemaran lingkungan Mengurangi laju pencemaran dan kerusakan
lingkungan secara optimal dan terpadu

Peningkatan kesadaran masyarakat

Penambahan dan peremajaan armada
pengangkutan sampah

Penambahan TPS3R terutama pada wilayah
perkotaan melibatkan masyarakat yang
berkelanjutan dengan mengedepankan inklusivitas
dan pengarusutamaan gender.

Meningkatkan pelayanan dan
pengelolaan persampahan yang
inklusif, berkelanjutan dan
mengarusutamakan gender

Meningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat
dalam proses pemilahan sampah dengan
memastikan keterlibatan laki-laki dan perempuan
secara adil.
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027

Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam pada Perencanaan Tahun
2027 merupakan tahun ke 3 dalam Renstra Tahun 2025-2029. Adapun
rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan
visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam untuk Tahun 2027
melaksanakan 8 Program, 16 Kegiatan dengan 41 jenis Sub Kegiatan

beserta usulan pendanaan pagu Indikatif tersaji dalam tabel berikut:




Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 45.677.830.800 5.439.994.000
03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 45.677.830.800 5.439.994.000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 45.677.830.800 5.439.994.000
03 PROGRAM Persentase Fasilitas 50 45.677.830.800 62.5 5.439.994.000 | Dinas Lingkungan
PENGEMBANGAMN | Pengelolaan Sampah Persentase Hidup
SISTEM DAN | yang terbangun
FPENGELOLAAN
FERSAMPAHAN
REGIONAL
03 201 Pengembangan Sistem | Jumlah Fasilitas TPS 8 Unit 45.677.830.800 10 5.439.994.000 | Dinas Lingkungan
dan Pengelolaan | 3R/TPST yang telah Hidup
Persampahan di Daerah | terbangun
Kabupaten/Kota
03 201 | 0017 | Penyediaan Sarana | Jumlah Sarana Pendukung 30 Unit 1.634.652.000 | Kota PENDAPATAM | -Pricritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota | -Stunting Femerintah 12 2,600.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
FPendukung TPATRSTISPATPS-3R/TRS Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
TPATRST/SPATPS-3R/TPS yang Disediakan (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  |keatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim




03 [ 04 [ 201 | 0020 | Pembangunan Kapasitas 72 Tonthari 44043178800 | Kota | PEMDAPATAN | -Pricritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Eota | -SPM Pemerintah 72 2,839.994.000 | Dinas Lingkungan Hidup
TRAJTPST/SPATPS-3R/TPS TPATPST/SPA/TPS-3R/TPS Batam | ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
yang dibangun [PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah [ sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  |keatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agramaritim
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIE YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN | 138.716.656.617 148.633.724.158
DASAR
11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 138.716.656.617 148.633.724.158
11 | o1 PROGRAM PENUNJANG | Nilai SAKIP PD 78.71 | 74.71 Nilai 22.027.882.996 T76.71 23.821.488.242 | Dinas Lingkungan
URUSAN Hidup
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Indeks Pelayanan 95.9 | 93.9 Nilai 94.9 Dinas Lingkungan
Kesekretariatan PD Hidup
11 | 01 | 201 Ferencanaan, Persentase dokumen 100 933.400 100 22.050.000 | Dinas Lingkungan
Penganggaran, dan | perencanaan, Persentase Hidup
Evaluasi Kinerja | penganggaran, dan
Perangkat Daerah evaluasi yang tersusun
sesuai dengan tahapan
dan waktu
11 | 01 | 201 | 0001 | Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen 3 Dokumen 0| Kota | PEMDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Eota Pemerintah 0 0 | Dinas Lingkungan Hidup
Perencanaan Perangkat | Perencanaan Perangkat Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan . Batam 5. Eota
Daerah Daerah {PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,

Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri  |keatif
serta
Mengembangkan
Agromaritim

serta ketahanan
terhadap
bencana

utilitas dan
aksesibilitas
infrastruktur
dasar




11 | 01 | 201 0004 | Koordinasi dan | Jumlah Dokumen DPA- 0 Dokumen 0| Kota PENDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Eota Pemerintah 5512500 | Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan DPA- SKPD SKPD dan Laporan Hasil Batam ASU DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
Koordinasi  Penyusunan (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Dokumen DPA-SKPD Infrastruktur dam | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | wtilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 01 | 201 | 0005 | Koordinasi dan | Jumlah Dokumen 0 Dokumen 0| Kota PENDAPATAN | -Pricritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 5.512500 | Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan Perubahan | Perubahan DPA- SKPD dan Batam ASU DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Eota
DP4- SEPD Laporan Hasil Koordinasi (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Penyusunan Dokumen Infrastruktur damn | Konektifitas pemanfaatan
Perubahan DPA-SKPD Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, serta ketahanan | wtilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri Ikeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 01 | 201 0006 | Koordinasi dan | Jumlah Laparan Capaian 0 Laporan 0| Kota PENDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Eota Pemerintah 5512500 | Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan Laporan | Kinerja dan [|khtisar Batam ASU DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
Capaian Kinerja dan | Realisasi Kinerja SKPD dan (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja | Laporan Hasil Koordinasi Infrastruktur dan | EKonektifitas pemanfaatan
SEPD Penyusunan Laparan Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Capaian Kinerja dan Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
SKFD Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | wtilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | o1 | z01 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat | Jumlah Laporan Evaluasi 2 Laporan 933400 | Kota PENDAPATAM | -Frioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota PFemerintah 5.512500 | Dinas Lingkungan Hidup
Daerah Kinerja Perangkat Daerah Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan . Batam 5. Eota
{PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Infrastruktur dam | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,

Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Ikeatif
serta
Mengembangkan
Agromaritim

serta ketahanan
terhadap
bencana

utilitas dan
aksesibilitas
infrastruktur
dasar




11 | 01 | 2.02 Administrasi Keuangan | Persentase pegawai 100 19.244.321.396 100 20.132.331.629 | Dinas Lingkungan
Perangkat Daerah yang menerima layanan Persentase Hidup
administrasi keuangan
11 | 0L | 202 | 0001 | Penyediaan Gaji dan | Jumlah Orang yang 109 19122881396 | Kota | PENDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Pravinsi | -Prioritas Eota Pemerintah 117 19.995.156.506 | Dinas Lingkungan Hidup
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Orang/bulan Batam | ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
Tunjangan ASN [PADY Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  Ikeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agraomaritim
11 | 0L | 202 | 0002 | Penyediaan Administrasi | Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 121440000 | Kota | PENDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota PFemerintah 2 137.175.123 | Dinas Lingkungan Hidup
Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Batam | ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Eota
Felaksanaan Tugas ASN [PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Infrastruktur dan | Eonektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  Ikeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 01 | 2.05 Administrasi Persentase ASN yang 100 71.000.000 100 110.250.000 | Dinas Lingkungan
Kepegawaian Perangkat | ditingkatkan Persentase Hidup
Daerah kompetensinya
11 | 0L | 205 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas | Jumlah Paket Pakaian 1 Paket 0| Kota | PENDAPATAM | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah V] 0 | Dinas Lingkungan Hidup
beserta Atribut | Dinas beserta Atribut Batam | ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
Kelengkapannya Kelengkapan [PADY Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  Ikeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agraomaritim




11 | 0L | 205 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Fegawai 5 Orang TL000.000 | Kota | PENDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Femerintah 5 110.250.000 | Dinas Lingkungan Hidup
Pegawai Berdasarkan | Berdasarkan Tugas dan Batam | ASU DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Fota
Tugas dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti (PADY) Pengembangan | Fengembangan | Optimalisasi
Fendidikan dan Pelatihan Infrastruktur dan | Konekfifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri Ikeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11| 01 | 2,06 Administrasi Umum | Persentase Pemenuhan 100 440.310.600 100 717.884.737 | Dinas Lingkungan
Perangkat Daerah Pelayanan Umum Persentase Hidup
Perkantoran
11 | 01 | 206 | 0001 | Penyediaan Komponen | Jumlah Paket Komponen 2 Paket 3844000 | Kota | PENDAPATAM | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Eota Pemerintah 2 32.139.659 | Dinas Lingkungan Hidup
Instalasi Listrik/Penerangan | Instalasi Listrik/Penerangan Batam | ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Eota
Bangunan Eantor Bangunan Kantor yang (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Disediakan Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah [ sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahaman | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 0L | 206 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan | Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 127.334600 | Kota | PENDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Femerintah 1 143.325.000 | Dinas Lingkungan Hidup
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Batam | ASU DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
Disediakan (PADY) Pengembangan | Fengembangan | Optimalisasi
Infrastruktur dan | Konekfifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri Ikeatif | bencana infrastruktur
serta dasar

Mengembangkan
Agromaritim




11| 01 | 206 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik | Jumlah Paket Bahan 1 Paket 10.026.000 | Kota | PENDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 1 #6.652.288 | Dinas Lingkungan Hidup
Kantor Logistik Kantor yang Batam | ASU DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Fota
Disediakan (PAD) Pengembangan | PFengembangan | Optimalisasi
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  [keatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11| 0L | 206 | 0005 | Penyediaan Barang | Jumlah Paket Barang 1 Paket 102.983.000 | Kota | PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 1 126.787.500 | Dinas Lingkungan Hidup
Cetakan dan Penggandaan | Cetakan dan Penggandaan Batam | ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Fota
yang Disediakan (PAD) Pengembangan | PFengembangan | Optimalisasi
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri Ikeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11|01 | 206 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat | Jumlah Laporan 12 Laporan 196.123.000 | Kota | PENDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Femerintah 12 368.980.290 | Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Konsultasi | Penyelenggaraan Rapat Batam | ASU DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Fota
SKPD Koordinasi dan Konsultasi {PAD} Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
SKPD Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  [keatif [ bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | o1 | 2.07 Pengadaan Barang Milik | Persentase realisasi 100 256.510.100 100 768.574.205 | Dinas Lingkungan
Daerah Penunjang | pengadaan barang milik Persentase Hidup

Urusan Pemerintah
Daerah

daerah sesuai rencana
kebutuhan




11 | 0L | 207 | 0005 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 5 Unit 12605000 | Kota | PENDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Femerintah 5 137.812500 | Dinas Lingkungan Hidup
Disediakan Batam | ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
(PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri Ikeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 0L [ 207 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan | Jumlah Unit Peralatan dan 12 Unit 175403900 | Kota | PENDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Femerintah 10 496.125.000 | Dinas Lingkungan Hidup
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Batam | ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
Disediakan [PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri Ikeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 0L [ 207 | 0010 | Pemgadaan Sarana dan | Jumlah Unit Sarana dan 3 Unit 63501200 | Kota | PENDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Femerintah 1 134.636.705 | Dinas Lingkungan Hidup
Prasarana Gedung Kantor | Prasarana Gedung Kantor Batam | ASUI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya (PAD) Fengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
yang Disediakan Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri Ikeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 01 | 2.08 Penyediaan )asa | Persentase realisasi 100 924.024.000 100 §49.838.664 | Dinas Lingkungan
Penunjang Urusan | penyediaan jasa Persentase Hidup
Pemerintahan Dagrah penunjang sesuai
perencanaan




11 | 0L | 208 | 0002 | Penyediaan  Jasa | Jumlah Laporan 1 Laparan 631852800 | Kota | PENDARATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kofa Pemerintah 1 488.446.308 | Dimas Lingkungan Hidup
Komunikasi, Sumber Daya | Penyediaan  Jasa Batam | ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya (PADY) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Air dan Listrik yang Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Disediakan Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksasibilitas
Industri  lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 0L | 208 | 0004 | Penyedizan Jasa Pelayanan | Jumlah Lapaoran 12 Laporan 202170200 | Kota | PEMDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 12 361.392.356 | Dinas Lingkungan Hidup
Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Batam | ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
Umum Kantor yang [PAD) Fengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Disadiakan Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksasibilitas
Industri  lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 ) 01 | 2.08 Pemeliharaan Barang | Persentase Barang Milik 100 1.090.783.500 100 1.220.559.007 | Dinas Lingkungan
Milik Daerah Penunjang | Daerah yang dipelihara Parsentase Hidup
Urusan Pemerintahan | dan berfungsi dengan
Daerah baik
11 | 0L | 209 | 0001 | Penyediaan  Jasa | Jumlah Kendaraan 1 Unit 45140000 | Kota | PENDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prieritas Kota Femerintah 1 #5.621.450 | Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan, Biaya | Perorangan Dinas atau Batam | ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
Pemeliharaan, dan Pajak | Kendaraan Dinas Jabatan (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Kendaraan Perorangan | yang Dipelihara dan Infrastruktur dan | EKonekfifitas pemanfaatan
Dinas atau Kendaraan | dibayarkan Fajaknya Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Dinas |abatan Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahaman | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksasibilitas
Industri  lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agramaritim




11 | 0L | 209 | 0002 | Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Dinas 35 Unit 877.580.000 | Kota | PENDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Femerintah EE] 949.498.357 | Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan, Biaya | Operasional atau Lapangan Batam | ASU DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Eota
Pemeliharaan, Pajak dan | yang Dipelihara dan (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Perizinan Kendaraan Dinas | dibayarkan Pajak dan Infrastruktur dan | Eonektifitas pemanfaatan
Operasional atau Lapangan | Perizinannya Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkuvalitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahaman | wtilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  |keatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 0L | 209 | 000G | Pemeliharaan Peralatan | Jumlah Peralatan dan 93 Unit 69.790.000 | Kota | PENDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 67 121.275.000 | Dinas Lingkungan Hidup
dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Batam | ASU DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Epta
Dipalihara (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Infrastruktur dan | Eonektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  |keatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 0L | 209 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 98.273500 | Kota | PENDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 1 104.164.200 | Dinas Lingkungan Hidup
Gedung Kantor dan | Bangunan Lainnya yang Batam | ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
Bangunan Lainmya Dipelihara/Direhabilitasi (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Infrastruktur dan | Eonektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  |keatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 02 PROGRAM Persentase 100 % 113.581.000 80 300.000.000 | Dinas Lingkungan
PERENCANAAN ketersediaan dokumen Hidup
LINGKUNGAN HIDUP perencanaan
lingkungan
11 | 02 | 2.01 Rencana Perlindungan | Persentase 60 % 113.581.000 80 300.000.000 | Dinas Lingkungan

dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup
[RPPLH])
Kabupaten/Kota

ketersediaan dokumen
RPPLH Eabupten/Kota
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11 | 02 [ 201 | 0005 | Penyusunan dokumen | Jumlah dokumen RPPMA, 1 Dakumen 113580000 | Kota | PENDAPATAM | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 1 300.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
rencana tematik berbasis | RPPMU, RPFPML, Batam | ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Eota dan
arahan RFPLH RPPEG,RPPEarst yang (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
ditetapkan Infrastruktur dan | Eonekifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
1|0 PROGRAM Nilai Antara Mutu Air 34 | 3.2 Indeks 1.828.297.021 33 2.024.000.000 | Dinas Lingkungan
PENGENDALIAN Hidup
PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Nilai Antara Kualitas 035 | 0.37 0.36 Dinas Lingkungan
Udara Indeks Hidup
Kualitas Tutupan Lahan 0415 | 0.405 0.410 Dinas Lingkungan
Indeks Hidup
1|03 |20 Pencegahan Persentase pencegahan 100 % 1.657.518.621 100 1.749.000.000 | Dinas Lingkungan
Pencemaran dan/atau | pencemaran danjatau Hidup
Kerusakan Lingkungan | kerusakan lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota hidup
11 | 03 [ 201 | 0007 | Pelaksanaan pemantavan | Data dan informasi indeks 21 Lokasi 121737100 | Kota | PENDAPATAM | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 30 265.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
kualitas Lingkungan Hidup | kualitas lingkungan hidup Batam | ASUI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Eota dan
terhadap Media Tanah, Air, | (lindeks Eualitas Air, Indeks (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
Udara, dan Laut Kualitas Udara, Indeks Infrastruktur dan | Eonekfifitas pemanfaatan
Kualitas Lahan, Indeks Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Kualitas Ekosistern Gambut Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
dan Indeks Kuoalitas Air yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Laug) Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
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il 201 | 0008 | Pelaksanaan sosialisasi, | Meningkatnya jumlah 3 Laporan 227024700 | Kota | PENDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 3 250.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
pembinaan, monitoring, | kegiatan sosialisasi, Batam | ASU DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
evaluasi dan pelaporan pembinaan, maonitaring, (PAD]) Fengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat

evaluasi dan pelaporan Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
pelaksanaan upaya Meningkatkan | antar wilayah | sarana
inventarisasi GRE, mitigasi Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
dan adaptasi perubahan yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
iklim Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri Ikeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim

1 201 | 0011 | Penyusunan dokumen | Jumlah dokumen status 1 Dokumen 74587000 | Kota | PENDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 1 74.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
status lingkungan hidup | lingkungan hidup daerah Batam | ASU DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
daerah yang disusun (PAD} Fengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat

Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri Ikeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan

Agromaritim

il 201 | 0015 | Pengelolaan Laboratorium | Jumlah pengujian yang 60 Dokumean 1234169821 | Kota | PENDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 65 1.160.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup | dilaksanakan oleh Batam | ASU DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
kabupaten/kota laboratorium lingkungan (PAD]) Fengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat

Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  Ikeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim

1 2.02 Penanggulangan | Persentase 100 % 28.125.100 100 35.000.000 | Dinas Lingkungan

Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota

penanggulangan
pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan
hidup
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1 202 | 0003 | Penghentian Pencemaran | Jumlah Sumber Pencemar 3 Titik 28125100 | Kota | PENDAPATAN | -Pricritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah ] 35.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
danfatau Kerusakan | danfatau EKerusakan Batam | ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup yang {PAD) Fengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
Dihentikan Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  Ikeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
1 2.03 Pemulihan Pencemaran | Persentase Pemulihan 100 % 142.653.300 100 240.000.000 | Dinas Lingkungan
dan/atau Kerusakan | Pencemaran danjatau Hidup
Lingkungan Hidup | Kerusakan Lingkungan
Kabupaten/Kota Hidup
1 203 | 0011 | Pelaksanaan Pembersihan | luas area yang dilakukan 1200 M2 142653300 | Kota | PENDAPATAM | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah Lang 240.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
Unsur Pencemar di | pembersihan  unsur Batam | ASU DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
kabupaten/kota yang | pencemar di (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
menjadi kewenangan | kabupaten/kota yang Infrastruktur dan | Konektiftas pemanfaatan
kabupatenfkata menjadi  kewenangan Meningkatkan | antar wilayah | sarana
kabupaten/kota Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  Ikeatif | bencana infrastruktur
sarta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 PROGRAM PEMBINAAM | Persentase persetujuan 90 % 123.517.200 100 490.000.000 | Dinas Lingkungan
DAN PENGAWASAN | lingkungan yang dibina Hidup
TERHADAP I1ZIN | dan diawasi
LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
{PPLH]
1 2.01 FPembinaan dan | Persentase pembinaan 90 % 123.517.200 100 490.000.000 | Dinas Lingkungan

Pengawasan Terhadap
Usaha danfatau
Kegiatan yang lzin
Lingkungan dan lzin
PPLH Diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

dan pengawasan
terhadap persetujuan
lingkungan yang
diterbitkan
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11 201 | 0007 | Pengembangan Kapasitas | Jumlah PPLHD yang 4 Orang 79.367.200 | Kota | PENDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 14 180.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
Pejabat Pengawas | ditingkatkan kapasitasnya Batam | ASUI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Eota dan
Lingkungan Hidup (PAD) Fengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri |keatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 201 | 0009 | Pengawasan Perizinan | Jumlah Badan wsaha 330 Badan 44150000 | Kota | PENDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Eota Pemerintah 340 310.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
Berusaha atau Persetujuan | danfatau kegiatan yang Usaha Batam | ASL DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam §. Kota dan
Pemerintah  terkait | diawasi (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
Persetujuan Lingkungan Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
yang diterbitkan oleh Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Pemerintah Daerah Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
Kabupaten/Kota dan yang Berkuvalitas, | pembangunan | dasar,
Peraturan Perundang- Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
undangan di bidang Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Perlindungan dan Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Pengelolaan Lingkungan Industri [Ikeatif | bencana infrastruktur
Hidup serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 PROGRAM Persentase peningkatan 4% 430.825.600 [ 560.000.000 | Dinas Lingkungan
PENINGKATAN yang Dibina Hidup
FENDIDIKAN, dalam Pemahaman
FELATIHAM DAN | Lingkungan Hidup
PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT
1 201 Penyelenggaraan | Jumlah 4 Dokumen 430.825.600 4 560.000.000 | Dinas Lingkungan
Pendidikan, Pelatihan, | penyelenggaraan Hidup
dan Penyuluhan | edukasi lingkungan
Lingkungan Hidup [ hidup kepada
untuk Lembaga | masyarakat
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
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11 | 08 | 201 | 0002 | Pendampingan Gerakan | Jumlah Pendampingan 30 Dakumen 22260L700 | Kota | PENDAPATAN | -Pricritas MNasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Femerintah 40 260.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
Peduli Lingkungan Hidup Pembinaan Gerakan Peduli Batam | ASU DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Eota dan
dan Berbudaya Lingkungan (PADY Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
Hidup yang Dilaksanakan Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan [ dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri Ikeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agramaritim
11 | 08 | 201 | 0003 | Penyelenggaraan | Jumlah 430 Orang 208.223.900 | Kota | PENDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Eota Pemerintah 510 300.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
Penyuluhan dan Kampanye | Masyarakat/Kelompok Batam | ASU DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Eota dan
Lingkungan Hidup Masyarakat/Pelaku (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
Usaha/Kegiatan yang Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
terlibat Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Eewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11| 10 PROGRAM Persentase penanganan 100 % 167.946.000 100 410.370.000 | Dinas Lingkungan
PENANGANAN pengaduan dan Hidup
PENGADUAN sengketa bidang
LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan Hidup yang
diselesaikan
11 | 10 | 201 Penyelesaian Persentase pengananan 100 % 167.946.000 100 410.370.000 | Dinas Lingkungan
Pengaduan Masyarakat | pengaduan dan Hidup
di Bidang Perlindungan | sengketa bidang
dan Pengelolaan | Lingkungan Hidup yang
Lingkungan Hidup | diselesaikan
{PPLH] Kabupaten/Kota
11 | 10 | 201 | 0004 | Pengelolaan Pengaduan | Jumlah  pengaduan 40 58520000 | Kota | PENDAPATAN | -Pricritas Masional | -Prioritas Pravinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 40 225.370.000 | Dinas Lingkungan Hidup
permasalahan Pencemaran | permasalahan Pencemaran Pengaduan Batam | ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
dan Perusakan Lingkungan | dan Perusakan Lingkungan (PADY Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
Hidup tingkat | Hidup tingkat Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Eabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Meningkatkan | antar wilayah | saramna
ditindaklanjutiiditangani Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan [ dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri Ikeatif | bencana infrastruktur
serta dasar

Mengembangkan
Agromaritim
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11 | 10 | 201 | 0006 | Penerapan sanksi | Jumlah penerapan sanksi 5 Perkara 23926000 | Kota | PENDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Femerintah 5 85.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
administrasi yang menjadi | administratif  yang Batamm | ASU DAERAH [ 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
kewenangan dikenakan kepada [PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
kabupaten/kota penanggung jawab Infrastruktur dan | Eonektifitas pemanfaatan
usaha/kegiatan yang tidak Meningkatkan | antar wilayah | sarana
taat dan menjadi Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
kewenangan yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
kabupatenfkota Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahaman | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  Ikeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 10 | 201 | 007 | Pembentukan dan | Jumlah PPNS LHK Daerah 4 Orang 85500000 | Kota | PENDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Femerintah 4 100.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Kapasitas | yang dibentuk dan Batamm | ASU DAERAH [ 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
Penyidik PNS LHK Daerah ditingkatkan kapasitasnya {PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
Infrastruktur dan | Eonektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahaman | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  Ikeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
1|1 PROGRAM Persentase 30 % 114.024.606.800 30 | 121.027.865.916 | Dinas Lingkungan
PENGELOLAAN Pengurangan Sampah Hidup
PERSAMPAHAN
11| 11 | 201 Pengelolaan Sampah Jumlah Sampah yang 82630 Ton 114.024.606.800 91099 | 121.027.865.916 | Dinas Lingkungan
dikurangi Hidup
Jumlah sampah yang 470692 478218 Dinas Lingkungan
tertangani Ton Hidup
11 | 11 | 201 | 0007 | Penyediaan Sarana dan | Jumlah Sarana dan 37 Unit 7.885.850.000 | Kota | PEMDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota | -Stunting Pemerintah 2 1.296.249.054 | Dinas Lingkungan Hidup
Prasarana Pengelolaan | Prasarana Penanganan Batamm | ASU DAERAH [ 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
Parsampahan di | Sampah untuk Kegiatan {PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
TRA/TPST/SPA Pemilahan, Pengumpulan, Infrastruktur dan | Eonektifitas pemanfaatan
Kabupaten/Kota Fengangkutan, Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Fengolahan, dan Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
Pemrosesan Akhir yang Berkuvalitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahaman | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  Ikeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
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11 | 11 | 201 | 0009 | Pengoperasian  dan | Jumlah fasilitas 216 Unit 22.611.703.100 | Kota | PENDAPATAM | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota | -Stunting Pemerintah 225 16.319.830.746 | Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan sarana | penanganan sampah yang Batam | ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
penanganan sampah beraperasi dan terpelinara {PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat

dengan baik Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri Ikeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim

11 | 11 | 2.01 | 0012 | Penanganan sampah [ Jumlah sampah yang 470692 Ton 65.928.110.880 | Kota | PENDAPATAMN | -Prioritas Masional | -Priontas Provinsi | -Prioritas Kota | -Stunting Pemerintah 478218 90.206.960.496 | Dinas Lingkungan Hidup

melalui pengangkutan tertangani melalui proses Batam | ASU DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Eota dan
pengangkutan {PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
Infrastruktur dan | Eonektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim

11 | 11 | 201 | 0018 | Pengurangan sampah | Jumlah laporan hasil 1 Laporan 4.276.635.020 | Kota | PENDAPATAN | -Prioritas MNasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Eota Pemerintah 1 1.387.671.551 | Dinas Lingkungan Hidup
melalui pembatasan | kegiatan pengurangan Batam | ASL DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
timbulan sampah sampah melalui {PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat

pembatasan timbulan Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan

sampah Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim

11 | 11 | 201 | 0019 | Pengurangan sampah | Jumlah sampah yang 8263 Ton 716610320 | Kota | PENDAPATAN | -Prioritas Masional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 91099 690.625.230 | Dinas Lingkungan Hidup
melalui pendauran wlang | terdaur ulang Batam | ASU DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Eota dan
sampah {PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat

Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri Ikeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan

Agramaritim
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11 | 201 | 0020 | Penanganan sampah | jumlah sampah yang 470692 Ton 12.605.697480 | Kota | PENDAPATAN | -Pricritas MNasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota | -Stunting Pemerintah | 478218 11.126.528.839 | Dinas Lingkungan Hidup
melalui pemrosesan akhir | tertangani  melalui Batam | ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. KEota dan
sampah di TPAJTPST | pemrosesan akhir sampah (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
kabupatenfkota atau | di TRATPSTkabupatenfkota Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
TRANTFST Regional atau TRA/TPST Regional Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur [ infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  Ikeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
TOTAL: 184.394.487.417 154.073.718.158
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4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Untuk Pencapaian Program

Prioritas Daerah, Kontribusi

terhadap pencapaian terget

nasional, pencapaian SPM, dan tematik lainnya sesuai bidang

urusan

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dengan
menerapkan prinsip money follows program melalui penguatan kerangka
integrasi kinerja. Setiap alokasi pendanaan difokuskan pada program
yang berkontribusi langsung pada pencapaian target kinerja daerah,
pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar (SPM), dukungan atas target
prioritas nasional, serta isu tematik strategis lainnya yang menjadi
mandat urusan dinas.

Tabel 4.2 Dukungan Program RENJA Kota Batam terhadap

Prioritas Nasional

- . Dukungan Program RENJA Kota Batam Perangkat
P 2027
Gl EHLEHELE terhadap Prioritas Nasional agu 20 Daerah
Program Perencanaan Lingkungan Hidup 113.581.000,00
Program Pengendalian Pencemaran
I . 1.828.297.021,00
Prioritas Nasional 8 dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 828
Memperkuat
Penyelarasan Kehidupan .
pngamonisdengn | FOTIPETOO P | ana0000
Lingkungan, Alam, dan P gkung Dinas
Bud.aya, serta i Program Peningkatan Pendidikan, Llngl.<ungan
Peningkatan Toleransi Hidup

antar umat Beragama
untuk Mencapai
Masyarakat yang Adil dan
Makmur.

Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan
Hidup untuk Masyarakat

430.825.600,00

Program Penanganan Pengaduan
Lingkungan Hidup

167.946.000,00

Program Pengelolaan Persampahan.

114.024.606.800,00

Program Pengembangan Sistem dan
Pengelolaan Persampahan Regional

45.677.830.800,00
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BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada
Renstra PD Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil renja PD Tahun
2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota
Batam Tahun 2027 disusun sebagai instrument tolok ukur
keberhasilan kinerja, yang didasarkan pada target Renstra Dinas
Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025-2029 serta hasil evaluasi
realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut adalah Indikator
Kinerja Utama dan Target 2027:

Tabel 5.1
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup
Kota Batam Tahun 2027 dan Target Akhir Tahun 2029

Target Kinerja

No Indikator Kinerja Satuan Realisasi | Target Pada Akhir
Utama v 2025 | 2027 Periode
Renstra (2029)

Indeks Kualitas

1 | Lingkungan Hidup Indeks 65,55 69,16 69,78
(IKLH)

p |Indeks Rualitas Alr | 1 g1 61,20 | 56,00 56,8
(IKA)
Indeks Kualitas

3 Udara (IKU) Indeks 70,82 84,31 85
Indeks Kualitas

4 Lahan (IKL) Indeks 63,25 63,31 64,45
Indeks Kinerja

S | Pengelolaan Sampah % 80,65 62,00 65,00
(IKPS)
Persentase

6 | Pengelolaan Sampah % 84 79 81
Perkotaan
Indeks Kepuasan

7 | Masyarakat di Dinas % 91 91,16 91,22

Lingkungan Hidup




5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada
Renstra PD Tahun 2025-2029 dan Evaluasi Hasil Renja PD
Tahun 2025
Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator

kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu

urusan pemerintah. Penyusunan dilakukan secara linier dengan
mengacu pada arah kebijakan serta target Operasional Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Indikator IKK Dinas Lingkungan

Hidup Kota Batam Tahun 2027 dapat di lihat sebagai berikut:

Tabel 5.2
Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup
Kota Batam 2027 dan Target Akhir Tahun 2029

Indikator Kinerja Satuan Realisasi | Target | Target
Kunci v 2025 2027 | 2029

Indeks Kualitas
1 | Lingkungan Hidup Indeks 65,55 69,16 69,99
(IKLH)

Indeks Kinerja
2 | Pengelolaan Sampah % 80,65 64,00 65
(IKPS)

No

Ketaatan
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan terhadap
3 |izin lingkungan, izin % 77,57 6,13 8,75
PPLH dan PUU LH
yang diterbitkan
oleh Pemerintah
Kab/Kota




Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

45.677.830.800

Tahun 2027

5.439.994.000

2026-07-24

03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 45.677.830.800 5.439.994.000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 45.677.830.800 5.439.994.000
03 | 04 PROGRAM Persentase Fasilitas 75 | 50 45.677.830.800 62.5 5.439.994.000 | Dinas Lingkungan
PENGEMBANGAN | Pengelolaan Sampah Persentase Hidup
SISTEM DAN | yang terbangun
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
REGIONAL
03 | 04 | 2.01 Pengembangan Sistem | Jumlah Fasilitas TPS 8 Unit 45.677.830.800 10 5.439.994.000 | Dinas Lingkungan
dan Pengelolaan | 3R/TPST yang telah Hidup
Persampahan di Daerah | terbangun
Kabupaten/Kota
03 | 04 | 2.01 0017 | Penyediaan Sarana | Jumlah Sarana Pendukung 30 Unit 1.634.652.000 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota | -Stunting Pemerintah 12 2.600.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan . Batam 5. Kota dan
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,

Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri  lkeatif
serta
Mengembangkan
Agromaritim

serta ketahanan
terhadap
bencana

utilitas dan
aksesibilitas
infrastruktur
dasar
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03 | 04 | 201 0020 | Pembangunan Kapasitas 72 Ton/hari 44.043.178.800 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota | -SPM Pemerintah 72 2.839.994.000 | Dinas Lingkungan Hidup
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
yang dibangun (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN | 138.716.656.617 148.633.724.158
DASAR
11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 138.716.656.617 148.633.724.158
11 | 01 PROGRAM PENUNJANG | Nilai SAKIP PD 78.71 | 74.71 Nilai 22.027.882.996 76.71 23.821.488.242 | Dinas Lingkungan
URUSAN Hidup
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Indeks Pelayanan 95.9 | 93.9 Nilai 94.9 Dinas Lingkungan
Kesekretariatan PD Hidup
11 | 01 | 2.01 Perencanaan, Persentase dokumen 100 933.400 100 22.050.000 | Dinas Lingkungan
Penganggaran, dan | perencanaan, Persentase Hidup
Evaluasi Kinerja | penganggaran, dan
Perangkat Daerah evaluasi yang tersusun
e tah
dan waktu
11 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen 3 Dokumen 0 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 0 0 | Dinas Lingkungan Hidup
Perencanaan Perangkat | Perencanaan Perangkat Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan . Batam 5. Kota
Daerah Daerah (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,

Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri  lkeatif
serta
Mengembangkan
Agromaritim

serta ketahanan
terhadap
bencana

utilitas dan
aksesibilitas
infrastruktur
dasar
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11 01 2.01 0004 | Koordinasi dan | Jumlah Dokumen DPA- 0 Dokumen 0 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 5.512.500 | Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan DPA- SKPD SKPD dan Laporan Hasil Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
Koordinasi Penyusunan (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Dokumen DPA-SKPD Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 01 | 2.01 0005 | Koordinasi dan | Jumlah Dokumen 0 Dokumen 0 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 5.512.500 | Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan Perubahan | Perubahan DPA- SKPD dan Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
DPA- SKPD Laporan Hasil Koordinasi (PAD) Pengembangan Pengembangan Optimalisasi
Penyusunan Dokumen Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Perubahan DPA-SKPD Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 01 | 2.01 0006 | Koordinasi dan | Jumlah Laporan Capaian 0 Laporan 0| Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 5.512.500 | Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan Laporan | Kinerja dan Ikhtisar Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan . Batam 5. Kota
Capaian Kinerja dan | Realisasi Kinerja SKPD dan (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja | Laporan Hasil Koordinasi Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
SKPD Penyusunan Laporan Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Capaian Kinerja dan Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
SKPD Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 01 | 2.01 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat | Jumlah Laporan Evaluasi 2 Laporan 933.400 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 5.512.500 | Dinas Lingkungan Hidup
Daerah Kinerja Perangkat Daerah Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
(PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,

Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri  lkeatif
serta
Mengembangkan
Agromaritim

serta ketahanan
terhadap
bencana

utilitas dan
aksesibilitas
infrastruktur
dasar
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11 | 01 | 2.02 Administrasi Keuangan | Persentase pegawai 100 19.244.321.396 100 20.132.331.629 | Dinas Lingkungan
Perangkat Daerah yang menerima layanan Persentase Hidup
administrasi keuangan
11 | 01 | 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan | Jumlah Orang yang 109 19.122.881.396 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 117 19.995.156.506 | Dinas Lingkungan Hidup
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Orang/bulan Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan . Batam 5. Kota
Tunjangan ASN (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 01 | 2.02 0002 | Penyediaan Administrasi | Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 121.440.000 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 2 137.175.123 | Dinas Lingkungan Hidup
Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan . Batam 5. Kota
Pelaksanaan Tugas ASN (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 01 | 2.05 Administrasi Persentase ASN yang 100 71.000.000 100 110.250.000 | Dinas Lingkungan
Kepeg ian Per kat | ditingkatkan Persentase Hidup
Daerah kompetensinya
11 | 01 | 2.05 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas | Jumlah Paket Pakaian 1 Paket 0 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 0 0 | Dinas Lingkungan Hidup
beserta Atribut | Dinas beserta Atribut Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
Kelengkapannya Kelengkapan (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan antar wilayah sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,

Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri  lkeatif
serta
Mengembangkan
Agromaritim

serta ketahanan
terhadap
bencana

utilitas dan
aksesibilitas
infrastruktur
dasar
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11 01 2.05 0009 | Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pegawai 5 Orang 71.000.000 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 5 110.250.000 | Dinas Lingkungan Hidup
Pegawai Berdasarkan | Berdasarkan Tugas dan Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
Tugas dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Pendidikan dan Pelatihan Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 01 | 2.06 Administrasi Umum | Persentase Pemenuhan 100 440.310.600 100 717.884.737 | Dinas Lingkungan
Perangkat Daerah Pelayanan Umum Persentase Hidup
Perkantoran
11 | 01 | 2.06 0001 | Penyediaan Komponen | Jumlah Paket Komponen 2 Paket 3.844.000 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 2 32.139.659 | Dinas Lingkungan Hidup
Instalasi Listrik/Penerangan | Instalasi Listrik/Penerangan Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan . Batam 5. Kota
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang (PAD) Pengembangan Pengembangan Optimalisasi
Disediakan Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 01 | 2.06 0002 | Penyediaan Peralatan dan | Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 127.334.600 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 1 143.325.000 | Dinas Lingkungan Hidup
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan . Batam 5. Kota
Disediakan (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,

Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri  lkeatif
serta
Mengembangkan
Agromaritim

serta ketahanan
terhadap
bencana

utilitas dan
aksesibilitas
infrastruktur
dasar

halaman 5 dari 17



11 01 2.06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik | Jumlah Paket Bahan 1 Paket 10.026.000 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 1 46.652.288 | Dinas Lingkungan Hidup
Kantor Logistik Kantor yang Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
Disediakan (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 01 | 2.06 0005 | Penyediaan Barang | Jumlah Paket Barang 1 Paket 102.983.000 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 1 126.787.500 | Dinas Lingkungan Hidup
Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
yang Disediakan (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 01 | 2.06 0009 | Penyelenggaraan Rapat | Jumlah Laporan 12 Laporan 196.123.000 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 12 368.980.290 | Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Konsultasi | Penyelenggaraan Rapat Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan . Batam 5. Kota
SKPD Koordinasi dan Konsultasi (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
SKPD Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 01 | 2.07 Pengadaan Barang Milik | Persentase realisasi 100 256.510.100 100 768.574.205 | Dinas Lingkungan
Daerah Penunjang | pengadaan barang milik Persentase Hidup
Urusan Pemerintah | daerah sesuai rencana
Daerah kebutuhan
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11 01 2.07 0005 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 5 Unit 12.605.000 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 5 137.812.500 | Dinas Lingkungan Hidup
Disediakan Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
(PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 01 | 2.07 0006 | Pengadaan Peralatan dan | Jumlah Unit Peralatan dan 12 Unit 175.403.900 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 10 496.125.000 | Dinas Lingkungan Hidup
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
Disediakan (PAD) Pengembangan Pengembangan Optimalisasi
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 01 | 2.07 0010 | Pengadaan Sarana dan | Jumlah Unit Sarana dan 3 Unit 68.501.200 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 7 134.636.705 | Dinas Lingkungan Hidup
Prasarana Gedung Kantor | Prasarana Gedung Kantor Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
yang Disediakan Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 01 | 2.08 Penyediaan Jasa | Persentase realisasi 100 924.024.000 100 849.838.664 | Dinas Lingkungan
Penunjang Urusan | penyediaan jasa Persentase Hidup

Pemerintahan Daerah

penunjang sesuai

perencanaan
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11 | 01 | 2.08 0002 | Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan 1 Laporan 631.852.800 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 1 488.446.308 | Dinas Lingkungan Hidup
Komunikasi, Sumber Daya | Penyediaan Jasa Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Air dan Listrik yang Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Disediakan Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 01 | 2.08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan | Jumlah Laporan 12 Laporan 292.171.200 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 12 361.392.356 | Dinas Lingkungan Hidup
Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
Umum Kantor yang (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Disediakan Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 01 | 2.09 Pemeliharaan Barang | Persentase Barang Milik 100 1.090.783.500 100 1.220.559.007 | Dinas Lingkungan
Milik Daerah Penunjang | Daerah yang dipelihara Persentase Hidup
Urusan Pemerintahan | dan berfungsi dengan
Daerah baik
11 | 01 | 2.09 0001 | Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan 1 Unit 45.140.000 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 1 45.621.450 | Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan, Biaya | Perorangan Dinas atau Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan . Batam 5. Kota
Pemeliharaan, dan Pajak | Kendaraan Dinas Jabatan (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Kendaraan Perorangan | yang Dipelihara dan Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Dinas atau Kendaraan | dibayarkan Pajaknya Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Dinas Jabatan Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,

Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri  lkeatif
serta
Mengembangkan
Agromaritim

serta ketahanan
terhadap
bencana

utilitas dan
aksesibilitas
infrastruktur
dasar
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11 | 01 | 2.09 0002 | Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Dinas 35 Unit 877.580.000 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 33 949.498.357 | Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan, Biaya | Operasional atau Lapangan Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
Pemeliharaan, Pajak dan | yang Dipelihara dan (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Perizinan Kendaraan Dinas | dibayarkan Pajak dan Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Operasional atau Lapangan | Perizinannya Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 01 | 2.09 0006 | Pemeliharaan Peralatan | Jumlah Peralatan dan 93 Unit 69.790.000 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 67 121.275.000 | Dinas Lingkungan Hidup
dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota
Dipelihara (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 01 | 2.09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 98.273.500 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 1 104.164.200 | Dinas Lingkungan Hidup
Gedung Kantor dan | Bangunan Lainnya yang Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan . Batam 5. Kota
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 02 PROGRAM Persentase 100 | 100 % 113.581.000 80 300.000.000 | Dinas Lingkungan
PERENCANAAN ketersediaan dokumen Hidup
LINGKUNGAN HIDUP perencanaan
lingkungan
11 | 02 | 2.01 Rencana Perlindungan | Persentase 60 % 113.581.000 80 300.000.000 | Dinas Lingkungan

dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup
(RPPLH)
Kabupaten/Kota

ketersediaan dokumen
RPPLH Kabupten/Kota

Hidup
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11 02 2.01 0005 Penyusunan dokumen | Jumlah dokumen RPPMA, 1 Dokumen 113.581.000 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 1 300.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
rencana tematik berbasis | RPPMU, RPPML, Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
arahan RPPLH RPPEG,RPPKarst yang (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
ditetapkan Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 03 PROGRAM Nilai Antara Mutu Air 3.4 | 3.2 Indeks 1.828.297.021 3.3 2.024.000.000 | Dinas Lingkungan
PENGENDALIAN Hidup
PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Nilai Antara Kualitas 035 | 0.37 0.36 Dinas Lingkungan
Udara Indeks Hidup
Kualitas Tutupan Lahan 0415 ( 0.405 0.410 Dinas Lingkungan
Indeks Hidup
11 | 03 | 2.01 Pencegahan Persentase pencegahan 100 % 1.657.518.621 100 1.749.000.000 | Dinas Lingkungan
Pencemaran dan/atau | pencemaran dan/atau Hidup
Kerusakan Lingkungan | kerusakan lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota hidup
11 03 2.01 0007 Pelaksanaan pemantauan Data dan informasi indeks 21 Lokasi 121.737.100 Kota PENDAPATAN -Prioritas Nasional -Prioritas Provinsi -Prioritas Kota Pemerintah 30 265.000.000 Dinas Lingkungan Hidup
kualitas Lingkungan Hidup | kualitas lingkungan hidup Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
terhadap Media Tanah, Air, | (lindeks Kualitas Air, Indeks (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
Udara, dan Laut Kualitas Udara, Indeks Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Kualitas Lahan, Indeks Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Kualitas Ekosistem Gambut Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
dan Indeks Kualitas Air yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Laut) Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
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11 | 03 | 2.01 0008 | Pelaksanaan sosialisasi, | Meningkatnya jumlah 3 Laporan 227.024.700 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 3 250.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
pembinaan, monitoring, | kegiatan sosialisasi, Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
evaluasi dan pelaporan pembinaan, monitoring, (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat

evaluasi dan pelaporan Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
pelaksanaan upaya Meningkatkan | antar wilayah | sarana
inventarisasi GRK, mitigasi Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
dan adaptasi perubahan yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
iklim Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim

11 | 03 | 2.01 0011 | Penyusunan dokumen | Jumlah dokumen status 1 Dokumen 74.587.000 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 1 74.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
status lingkungan hidup | lingkungan hidup daerah Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
daerah yang disusun (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat

Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan

Agromaritim

11 | 03 | 2.01 0015 | Pengelolaan Laboratorium | Jumlah pengujian yang 60 Dokumen 1.234.169.821 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 65 1.160.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup | dilaksanakan oleh Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan . Batam 5. Kota dan
kabupaten/kota laboratorium lingkungan (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat

Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim

11 | 03 | 2.02 Penanggulangan | Persentase 100 % 28.125.100 100 35.000.000 | Dinas Lingkungan

Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota

penanggulangan
pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan
hidup

Hidup
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11 03 2.02 0003 Penghentian Pencemaran | Jumlah Sumber Pencemar 3 Titik 28.125.100 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 4 35.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
dan/atau  Kerusakan | dan/atau Kerusakan Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup yang (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
Dihentikan Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 03 | 2.03 Pemulihan Pencemaran | Persentase Pemulihan 100 % 142.653.300 100 240.000.000 | Dinas Lingkungan
dan/atau Kerusakan | Pencemaran dan/atau Hidup
Lingkungan Hidup | Kerusakan Lingkungan
Kabupaten/Kota Hidup
11 03 2.03 0011 Pelaksanaan Pembersihan | luas area yang dilakukan 1200 M2 142.653.300 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 1400 240.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
Unsur Pencemar di pembersihan unsur Batam ASLI DAERAH 3. Melanjutkan 2. Batam 5. Kota dan
kabupaten/kota yang | pencemar di (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
menjadi kewenangan | kabupaten/kota yang Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
kabupaten/kota menjadi kewenangan Meningkatkan | antar wilayah | sarana
kabupaten/kota Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 06 PROGRAM PEMBINAAN | Persentase persetujuan 100 | 90 % 123.517.200 100 490.000.000 | Dinas Lingkungan
DAN PENGAWASAN | lingkungan yang dibina Hidup
TERHADAP I1ZIN | dan diawasi
LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)
11 | 06 | 2.01 Pembinaan dan | Persentase pembinaan 90 % 123.517.200 100 490.000.000 | Dinas Lingkungan

Pengawasan Terhadap
Usaha dan/atau
Kegiatan yang lzin
Lingkungan dan Izin
PPLH Diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

dan pengawasan
terhadap persetujuan
lingkungan yang
diterbitkan

Hidup
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11 | 06 | 2.01 0007 | Pengembangan Kapasitas | Jumlah PPLHD yang 4 Orang 79.367.200 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 14 180.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
Pejabat Pengawas | ditingkatkan kapasitasnya Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
Lingkungan Hidup (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 06 | 2.01 0009 | Pengawasan Perizinan | Jumlah Badan usaha 330 Badan 44.150.000 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 340 310.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
Berusaha atau Persetujuan | dan/atau kegiatan yang Usaha Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
Pemerintah terkait | diawasi (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
Persetujuan Lingkungan Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
yang diterbitkan oleh Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Pemerintah Daerah Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
Kabupaten/Kota dan yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Peraturan Perundang- Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
undangan di bidang Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Perlindungan dan Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Pengelolaan Lingkungan Industri lkeatif | bencana infrastruktur
Hidup serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 08 PROGRAM Persentase peningkatan 4% 430.825.600 6 560.000.000 | Dinas Lingkungan
PENINGKATAN masyarakat yang Dibina Hidup
PENDIDIKAN, dalam Pemahaman
PELATIHAN DAN | Lingkungan Hidup
PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT
11 | 08 | 2.01 Penyelenggaraan | Jumlah 4 Dokumen 430.825.600 4 560.000.000 | Dinas Lingkungan
Pendidikan, Pelatihan, | penyelenggaraan Hidup
dan Penyuluhan | edukasi lingkungan
Lingkungan Hidup | hidup kepada
untuk Lembaga | masyarakat
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
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11 | 08 | 2.01 0002 | Pendampingan Gerakan | Jumlah Pendampingan 30 Dokumen 222.601.700 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 40 260.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
Peduli Lingkungan Hidup Pembinaan Gerakan Peduli Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
dan Berbudaya Lingkungan (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
Hidup yang Dilaksanakan Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 08 | 2.01 0003 | Penyelenggaraan | Jumlah 480 Orang 208.223.900 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 510 300.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
Penyuluhan dan Kampanye | Masyarakat/Kelompok Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
Lingkungan Hidup Masyarakat/Pelaku (PAD) Pengembangan Pengembangan Optimalisasi Masyarakat
Usaha/Kegiatan yang Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
terlibat Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 10 PROGRAM Persentase penanganan 100 | 100 % 167.946.000 100 410.370.000 | Dinas Lingkungan
PENANGANAN pengaduan dan Hidup
PENGADUAN sengketa bidang
LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan Hidup yang
diselesaikan
11 | 10 | 2.01 Penyelesaian Persentase pengananan 100 % 167.946.000 100 410.370.000 | Dinas Lingkungan
Pengaduan Masyarakat | pengaduan dan Hidup
di Bidang Perlindungan | sengketa bidang
dan Pengelolaan | Lingkungan Hidup yang
Lingkungan Hidup | diselesaikan
(PPLH) Kabupaten/Kota
11 10 | 2.01 0004 | Pengelolaan Pengaduan | Jumlah pengaduan 40 58.520.000 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 40 225.370.000 | Dinas Lingkungan Hidup
permasalahan Pencemaran | permasalahan Pencemaran Pengaduan Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan . Batam 5. Kota dan
dan Perusakan Lingkungan | dan Perusakan Lingkungan (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
Hidup tingkat | Hidup tingkat Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Meningkatkan | antar wilayah | sarana
ditindaklanjuti/ditangani Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim

halaman 14 dari 17



11 10 2.01 0006 | Penerapan sanksi | Jumlah penerapan sanksi 5 Perkara 23.926.000 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 5 85.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
administrasi yang menjadi | administratif yang Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
kewenangan dikenakan kepada (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
kabupaten/kota penanggung jawab Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
usaha/kegiatan yang tidak Meningkatkan | antar wilayah | sarana
taat dan menjadi Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
kewenangan yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
kabupaten/kota Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 10 | 2.01 0007 | Pembentukan dan | Jumlah PPNS LHK Daerah 4 Orang 85.500.000 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 4 100.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Kapasitas | yang dibentuk dan Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
Penyidik PNS LHK Daerah ditingkatkan kapasitasnya (PAD) Pengembangan Pengembangan Optimalisasi Masyarakat
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim
11 | 11 PROGRAM Persentase 30 | 30% 114.024.606.800 30 121.027.865.916 | Dinas Lingkungan
PENGELOLAAN Pengurangan Sampah Hidup
PERSAMPAHAN
11 | 11 | 2.01 Pengelolaan Sampah Jumlah Sampah yang 82630 Ton 114.024.606.800 91099 121.027.865.916 | Dinas Lingkungan
dikurangi Hidup
Jumlah sampah yang 470692 478218 Dinas Lingkungan
tertangani Ton Hidup
11 11 | 2.01 0007 | Penyediaan Sarana dan | Jumlah Sarana dan 37 Unit 7.885.850.000 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota | -Stunting Pemerintah 2 1.296.249.054 | Dinas Lingkungan Hidup
Prasarana Pengelolaan | Prasarana Penanganan Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
Persampahan di | Sampah untuk Kegiatan (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
TPA/TPST/SPA Pemilahan, Pengumpulan, Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Kabupaten/Kota Pengangkutan, Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Pengolahan, dan Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
Pemrosesan Akhir yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim

halaman 15 dari 17



11 11 2.01 0009 | Pengoperasian dan | Jumlah fasilitas 216 Unit 22.611.703.100 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota | -Stunting Pemerintah 225 16.319.830.746 | Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan sarana | penanganan sampah yang Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
penanganan sampah beroperasi dan terpelihara (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat

dengan baik Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim

11 11 | 2.01 0012 | Penanganan sampah | Jumlah sampah yang 470692 Ton 65.928.110.880 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota | -Stunting Pemerintah 478218 90.206.960.496 | Dinas Lingkungan Hidup

melalui pengangkutan tertangani melalui proses Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
pengangkutan (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat
Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri  lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim

11 11 | 2.01 0018 | Pengurangan sampah | Jumlah laporan hasil 1 Laporan 4.276.635.020 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 1 1.387.671.551 | Dinas Lingkungan Hidup
melalui pembatasan | kegiatan pengurangan Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
timbulan sampah sampah melalui (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat

pembatasan timbulan Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan

sampah Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan
Agromaritim

11 11 | 2.01 0019 | Pengurangan sampah | Jumlah sampah yang 8263 Ton 716.610.320 | Kota PENDAPATAN | -Prioritas Nasional | -Prioritas Provinsi | -Prioritas Kota Pemerintah 91099 690.625.230 | Dinas Lingkungan Hidup
melalui pendauran ulang | terdaur ulang Batam ASLI DAERAH | 3. Melanjutkan | 2. Batam 5. Kota dan
sampah (PAD) Pengembangan | Pengembangan | Optimalisasi Masyarakat

Infrastruktur dan | Konektifitas pemanfaatan
Meningkatkan | antar wilayah | sarana
Lapangan Kerja | dan pemerataan | prasarana
yang Berkualitas, | pembangunan | dasar,
Mendorong infrastruktur | infrastruktur,
Kewirausahaan, | serta ketahanan | utilitas dan
Mengembangkan | terhadap aksesibilitas
Industri lkeatif | bencana infrastruktur
serta dasar
Mengembangkan

Agromaritim

halaman 16 dari 17



11

11

2.01

0020

Penanganan sampah
melalui pemrosesan akhir
sampah di TPA/TPST
kabupaten/kota atau
TPA/TPST Regional

jumlah sampah yang
tertangani melalui
pemrosesan akhir sampah
di TPA/TPSTkabupaten/kota
atau TPA/TPST Regional

470692 Ton

12.605.697.480

Kota PENDAPATAN
Batam ASLI DAERAH
(PAD)

-Prioritas Nasional
3. Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja
yang Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri  lkeatif
serta
Mengembangkan
Agromaritim

-Prioritas Provinsi
2.
Pengembangan
Konektifitas
antar wilayah
dan pemerataan
pembangunan
infrastruktur
serta ketahanan
terhadap
bencana

-Prioritas Kota
Batam 5.
Optimalisasi
pemanfaatan
sarana
prasarana
dasar,
infrastruktur,
utilitas dan
aksesibilitas
infrastruktur
dasar

-Stunting

Pemerintah
Kota dan
Masyarakat

478218

11.126.528.839

Dinas Lingkungan Hidup

TOTAL:

184.394.487.417

154.073.718.158
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BAB VI PENUTUP
6.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2027
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) Tahun. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah  Daerah  (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 dan
berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun
2025-2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program
dan kegiatan tahun 2027, perencanaan teknis operasional
tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota
Batam tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2027
memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator
kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan
pendanaan. Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota
Batam Tahun 2027 terdiri dari 8 Program, 16 Kegiatan dan 41 Sub
Kegiatan. Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya menjadi pedoman
bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan
program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan
seperti : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran
pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan
dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah,
dan  target kinerja penyelenggaraan = pemerintahan  Daerah
sebagaimana RKPD Tahun 2027, maka akan dilakukan perubahan
Rencana Kerja Tahun 2027.

6.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam
Rencana Kerja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan
pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang
direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis
yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

tahun  2025-2029, yang di dalam pelaksanaannya harus
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menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi,

akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah

pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja PD menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan
pembangunan tahun 2027 yang dalam proses penyusunannya
harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja
Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja
Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen
perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD
Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra
Dinas Lingkungan Hidup;

2. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun
2027 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah
yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan
setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota,
APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2027 yang
direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung
tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah,
maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai
amanat peraturan perundangan yang berlaku;

2. Peningkatan pemahaman dan  komitmen seluruh  aparatur
Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam terhadap perencanaan dan
pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang
telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Renja Tahun 2027
dengan efektif dan efisien,;

3. Adanya  peningkatan kapasitas SDM  aparatur untuk
melaksanakan tugas yang semakin komplek dengan upaya melalui
pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan
lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik
melalui luring maupun daring;

4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi,

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
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Lingkungan Hidup Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas

Lingkungan Hidup Kota Batam secara berjenjang, bertanggung

jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2027.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2027 Dinas Lingkungan Hidup
disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2027 dan dapat
menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam

mengalokasikan anggaran Bidang Lingkungan Hidup.

WALI KOTA BATAM
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